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SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

P,C.'AK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INTAN JAYA,

: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1)

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tenta;rg

Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-

undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam

satu Peraturan Daerah yang menjadi Dasar

Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di propinsi Irian
Barat (Pendjelasan dalam Tambahan kmbaran-
Negara Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 200g tentang
Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 493g);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tefltarrg
Pemerintahan Daerah (t.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lrmbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan peratu ran pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tat'un 2022
tentang Cipta Keq'a menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangal

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahwn 2022 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6801;
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 telrtang

Pembentukan Provinsi Papua Tengah (trmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

158, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6804);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6628);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2O21

tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing'

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 44, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6646);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023

tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa

Tertentu atas Tenaga Listrik . (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 17,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6846);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor g5, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

6881);

13. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 065-2
Tahun 2023 tentang Persetujuan Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan
Jaya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA

dan

BUPATI INTAN JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Intan Jaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Intan Jaya.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Intan Jaya sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD,

dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan,

dan kelurahan.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh

satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan

kerja perangkat daerah pada satuan kerja

perangkat daerah dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas

dalam pola pengelolaan keuangal sebagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan

daerah pada umumnya.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban

Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah

Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala

bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daera

h berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.

8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat

BMD adalah semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari

perolehan lainya yang sah.

g. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Intan

Jaya.

10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak

adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'

11. Subjek P4jak adalah orang pribadi atau badan yang

dapat dikenai Pajak.
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12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,

meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan

pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal

yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan

usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan iainnya, badan usaha milik negara,

badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik

kampung, dengan nama dan dalam bentuk apa

pun, firma, kongsi, koperasi, dala pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya,

termasuk kontrak investasi koiektif dan bentuk

usaha tetap.

14. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi

dasar bagr Wajib Pajak untuk menghitung,

menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang

dalam suatu jangka waktu tertentu.

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1

(satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan

tahun kalender.

16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2

adalah Pajak atas bumi dal/atau bangunan yang

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh

orang Pribadi atau Badan.

17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah

dan perairan Pedalaman.

18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam

atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan
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fasilitas lainnya.

28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau
penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan

dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan

untuk ditempatkan di area parkir, baik yang

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan

atau penyelenggaraan semua jenis tontonan,
pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi,

dan/ atau keramaian untuk dinikrnati.

30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan

reklame.

31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media

yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk

tujuat komersial memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau menarik perhatian umum

terhadap sesuatu.

32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam

lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan

tanah.

33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah

Pajak atas kegiatan pengambilan minerai bukan

logam dan batuan dari sumber alam di dalam

dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

34. Mineral Bukan logam dan Batuan yang selanjutnya

disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan

batuan sebagaimana dimalsud di dalam peraturan

perundang-undangan di bidang mineral dan batu

bara.

35. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut

persentase tertentu.

36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya

disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan
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Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang

selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas

perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

20. Perolehan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan

adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah

dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

21. Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak

atas tanah, termasuk hak pengeiolaan, beserta

Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang dibidang pertanahan dan

Bangunan.

22. Pajak Barang dan Jasa Terlentu yang selanjutnya

disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh

konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau
jasa tertentu.

23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa

tertentu yang dijual dan/ atau diserahkan kepada

konsumen akhir.

24. Makanan dan / atau Minuman adalah makanan

dan/ atau minuman yang disediakan, dijuat

dan /atau diserahkan, baik secara langsung

maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh

restoran.

25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan

Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut

bayaran.

26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energt yarg

dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik

yang didistribusikan untuk bermacam peralatan

listrik.

27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi

yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan

makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/ atau
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oleh kabupaten/kota atas pokok pKB sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang

selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen

yang dikenakan oleh kabu paten / kota atas pokok
BBNKB sesuai dengan ketentuan peratura-n

perundang-undangan.

38. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan

bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOp

ditentukan melalui perbandingan harga dengan

objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru,

atau NJOP pengganti.

39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang

selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh

Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan

penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek

Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta

dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan Daerah.

40. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya

disingkat SSPD addah bukti pembayaran atau

penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran

yang ditunjuk oleh Bupati.

41. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

ciisediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

badan.

42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan

yang menurut peraturan perundang-undangan
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diwajibkan untuk melakukan pembayaraa retribusi,
termasuk pemungut retribusi tertentu.

43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau
diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau
diberikan oleh pemerintah Daerah yang dapat
bersiflat mencari keuntungan karena pada dasarnya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

45. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan
kepada pemilik Bangunan Gedung untuk
membangun baru, mengubah, memperluas,

mengurangi, dan/ atau merawat Bangunan Gedung

sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

46. Sertiflkat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang

selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang

yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
menyatakan kelaikan fungsi BG sebelum dapat di

manfaatkan.

47. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang

selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda

bukti kepemilikan Bangunan Gedung.

48. Perizinan Tertentu addah kegiatan tertentu

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin

kepada orang pribadi atau Badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,

pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya

aiam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan

menjaga kelestarian lingkungan.

49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan

mulai dari penghimpunan data objek dan subjek
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Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak

atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan

Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak

atau Wajib Retribusi serta pengawasan

penyetorannya.

50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan

menghimpun dan mengolah data, keterangan,

dan/atau bulrti yang dilaksanakan secara objektif

dan profesional berdasarkan suatu standar

Pemeriksaan un tuk men guji kepatuhan pemen uhan

kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentual

peraturan perundang-undangan perpajakan dan

retribu si Daerah.

BAB II
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2
(l) Jenis Pajak terdiri atas:

a. PBB-P2;

b. BPHTB;

c. PBJT;

d. Pajak Reklame;

e. PAT;

f. Pajak MBLB;

g. Opsen PI(B; dan

h. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak yang tidak dipungut di Daerah adalah

Pajak Sarang Burung Walet'

(3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri

atas:

a. PBB-P2;
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b. Pajak Reklame;

c. PAT;

d. Opsen PKB; dan

e. Opsen BBNKB.

(4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri

oleh Wajib Pajak terdiri atas:

a. BPHTB;

b. PBJT; dan

c. Pajak MBLB.

(5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar

pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) antara lain adalah surat ketetapan

pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak

terutang.

(6) Dokumen yang digunakan sebagai dasar

pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) antara lain adalah surat

pemberitahuan paj ak daerah.

(7) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diisi

dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh

Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 3

(1) Objek PBB-P2 adafah Bumi dan/atau Bangunan

yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan

oieh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan

yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,

perhutanan, dan Pertamban gan.
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(2\ Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (U

termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan

reklamasi atau pengurukan.

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan,

penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:

a. Bumi dan/ atau Bangunan kantor Pemerintah,

kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor

penyelenggara negara lainnya yang dicatat

sebagai barang milik negara atau barang milik

Daerah;

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan

semata-mata untuk melayani kepentingan

umum di bidang keagamaan, panti sosial,

liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan

nasional, yang tidak dimatsudkan untuk

memperoleh keuntungan;

c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata

digunakan untuk tempat makam (kuburan),

peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

d. Bumi yang menerpakan hutan lindung, hutan

suaka alam, hutan wisata, taman nasional,

tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa,

dan tanah negara yang belum dibebani suatu

hak;

e. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal

Iainnya berdasarkan NJOP tertentu yang

ditetapkan oleh Bupati; dan

f. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak

bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

(1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan

yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi

dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi,

dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau
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memperoleh manfaat atas Bangunan.

(21 Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan
yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi,
dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

(1)

12)

(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar

Rp10.000.O00.- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap

Wajib Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pqiak memiliki atau menguasai

lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah

Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah

satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk

objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun

sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

(6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan

paling rendah 2O"/o (dua puluh persen) dan

paling tinggi 1007o (seratus persen) dari NJOP

setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

{21 Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2
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ditentukan dengan mempertimbangkan:

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah

Kabupaten.

(3) Ketentuan mengenai besaran persentase

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,57o (nol koma

lima persen).

l2l Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan

dan ternak ditetapkan sebesar O,2o/o (nol koma dua
persen).

Pasal 8

(l) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung

dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7.

{21 Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat

terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau

pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

(3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2

terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1

Januari setiap tahunnya.

(4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang

merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak

objek PBB-P2.

(5) Wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah
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tempat Bumi dan/atau Bangunan termasuk

wilayah yang meliputi:

a. laut pedalaman dan perairan darat serta

bangunan di atasnya; dan

b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman

dan perairan darat yang konstruksi tekniknya

terhubung dengan bangunan yang berada di

daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragtaf 2
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 9

(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah

danlatau Bangunan.

(21 Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemindahan hak karena:

1.jual beli;

2. tukar-menukar;

3. hibah;

4. hibah wasiat;

5. waris;

6. pemasukan dalam perseroan atau badan

hukum lain;

7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

8. penunjukan pembeli dalam lelang;

9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai

kekuatan hukum tetaP;

10. penggabungan usaha;

11. peleburan usaha;

12. pemekaran usaha; atau

13. hadiah; dan

b. pemberian hak baru karena:

1. kelanjutan PelePasan hak; atau

2. di luar PelePasan hak.
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(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) meliputi:
a. hak milik;

b. hak guna usaha;

c. hak guna bangunan;

d. hak pakai;

e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah
Peroiehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
a. untuk kantor pemerintah pusat, pemerintah

Daerah, penyelenggara neg€rra dan lembaga

negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik
negara atau barang milik daerah;

b. oleh negara untuk penyelenggaraan

pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan

pembangunan guna kepentingan umum;

c. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi

hak atau karena perbuatan hukum lain dengan

tidak adanya perubahan nama;

d. oleh orang pribadi atau Badan karena waka-f;

e. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan

untuk kepentingan ibadah; dan

f. untuk masyarakat berpenghasiian rendah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bag

masyarakat berpenghasilan rendah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f

yaitu untuk kepemilikan rumah pertama

dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh

BuPati.

(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan

pemberian kemudahan pembangunan dan
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perolehan rumah bagr masyarakat

berpenghasilan rendah yang diatur oleh

menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pekel aan umum dan

perumahan rakyat.

Pasal 10

(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau

Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau

Bangunan.

(21 Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau

Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau

Bangunan.

Pasal 11

(1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai

perolehan objek pajak.

(21 Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. harga transaksi untuk jual beli;

b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah

wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau

badan hukum lainnya, pemisahan hak yang

mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena

pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai

kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru

atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan

hak, pemberian hak baru atas tanah di luar
pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan

usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah

lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih
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rendah daripada NJOP yang digunakan dalam

pengena€rn pajak bumi dan bangunan pada tahun
terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang

digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam

pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun
tedadinya perolehan.

(4) Dalam metentukan besaran BPHTB terutang,

Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan

objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang

dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena

pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000.- (Delapan

puluh juga ruprahi untuk perole*an hak pertama

Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya

BPHTB.

(6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau

waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21

huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang

pribadi yang masih dalam hubungan keluarga

sedarah dalam garis keturtrn-an lurus satu derajat

ke atas atau satu der4iat ke bawah dengan pemberi

hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai

perolehan objek pajak tidak kena pqiak ditetapkan

sebesar Rp 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah).

Pasal 12

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% {lirfta persen).

Pasal 13

(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung

dengan cara mengalikan dasar pengenaar BPHTB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak

kena pajak sebagairnana dimaksud dalam Pasal 11
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ayat l4l atau ayat (5), dengan tarif BPHTB

sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 12.

(21 Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat

te{adinya perolehan tanah dan/atau Bangunan

dengan ketentuan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya

pe{arjian pengikatan jua} beli untuk jual beli;

b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta

untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat,

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum

lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan

peralihan, penggabungan usaha, peleburan

usaha, pemekaran usaha, dan/ atau hadiah;

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi

kuasa oleh penerima waris menda-ftarkan

peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan

waris;

d. pada tanggal putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk
putusan hakim;

e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan

pemberian hal< untuk pemberian hak baru atas

tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan

pemberian hak untuk pemberian hak baru di

luar pelepasan hak; dan

g. pada tanggal penunjukan pemen.rng lelang

untuk lelang.

(3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak
menggunakan peg'anjian pengikatan jual beli

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka

saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada

saat ditandatanganinya akta jual beli.



-21-

(41 Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang
merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau
Bangunan berada.

(5) Ketentuan mengenai pemungutan BpHTB diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Da1am hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan bukan merupakan objek
BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan

bukan objek BPHTB.

Pasal 15

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau notaris sesuai

kewenangannya wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada

Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta
pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan; dan

b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan

jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau

Bangunan kepada Bupati paling lambat pada

tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

l2l Dalam hal pejabat pembuat akta tanah ataunotaris

melanggar kewqjiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

a. denda sebesar Rp 10.O00.000,00 (sepuluh juta

rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurufa; dan/ atau

b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta

rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurufb.
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(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang

negara wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada

Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah

lelang; dan

b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling

lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan

berikutnya.

(4\ Kepala kantor yang membidangi pelayananlelang

negara yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dalam

Peraturan Bupati.

BPHTB

Paragraf 3
BPJT

Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan,

dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang

meliputi:

Pasal 16

(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat

melakukan pendaftaran hak atas tanah atau

pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib

Pajak menyerahkan bukti pembayaran

(21 Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar

ketentuan sebagarmana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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a. Makanan dan/atau Minuman;
b. Tenaga Listrik;
c. Jasa Perhotelan;

d. Jasa Parkir; dan

e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/ atau
Minuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 17

huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang
<iisediakan oleh:

a. Restoran yang paling sedikit menyediakan

layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman

berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan

dan minum;

b. penyedia jasa boga atau katering yang

melakukan:

l. proses penyediaan bahan baku dan bahan

setengah jadi, pembuatan, penyimpanan,

serta penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di iokasi yang diinginkan oleh

pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana

proses pembuatan dan penyimpanan

dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa

peralatan dan petugasnya.

(21 Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan

Makanan dan/atau Minuman:

a. dengan peredaran usaha tidak melebihi

Rp1.000.000 (satu juta rupiah)/per bulan.

b. ciiiakukan oleh toko swalayan clan sejenisnya

yang tidak semata-mata menjual Makanan

dan/atau Minuman;
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c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau
Minuman; atau

d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan

usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa

menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 19

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga

Listrik oleh pengguna akhir.

(21 Yang dikecuaiikan dari konsumsi Tenaga Listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi

pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan

penyelenggara negara lainnya;

b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah,

panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial

lainnya yang sejenis; dan

c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri

dengan kapasitas tertentu yarrg tidak

memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 20

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan

fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang

rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan

seperti:

a. hotel;

b. hostel;

c. vila;

d. pondok wisata;

e. motel;

f. losmen;

g. wisma pariwisata;

h. pesanggrahan;

i. rumah
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penginapan/ grl.esrhouse/bun ga)o / resort / cottage;

dan

j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai

hotel.

(21 Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jasa tempat tinggal asr€una yang diselenggarakan

oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;

b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama

perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti

sosial lainnya yang sejenis;

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau

kegiatan keagamaan;

d. jasa biro pedalanan atau peq'alanan wisata; dan

e. jasa persewa€rn ruangan untuk diusahakan di

hotel.

Pasal 2 1

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

huruf d meliputi:

a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;

dan/ atau

b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir

valet).

(21 Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat

parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh

pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah; dan

b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh

perkantoran yang hanya digunakan untuk

karyawannYa sendiri.
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Pasal 22

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf e meliputi:

a. pergelaran kesenian, musik, tarr, dan/atau
busana;

b. pameran;

c. permainan ketangkasan;

d. olahraga permainan dengan menggunalan

tempat/ruang dan/atau peralatan dan

perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

dan

e. panti pijat dan pijat refleksi.

(21 Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa

Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

a. promosi budaya tradisional dengan tidak

dipungut bayaran;dan

b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak

dipungut bayaran.

Pasal 23

(U Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa

tertentu.

(21 Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang

melakukan penjualan, penyerahan, danlatau

konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 24

(1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang

dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa

tertentu, meliputi:

a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia

makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas

makanan dal/ atau minuman;
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b. nilai jual tenaga listrik untuk pBJT atas tenaga
listrik;

c. jumlah pembayaran kepada penyediaan jasa
perhotelan untuk PBJT Jasa Perhotelan;

d. jumlah pembayaran kepada penyediaan atau
penyelenggaraan tempat parkir dan/ atau penyedia

layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas
jasa parkir; dan

e. jumlah pembayaran yang diterima atas

penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan untuk
PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

(21 Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT

dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa

sejenis yang berlaku di Daerah.

(3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain

yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata

uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan

sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya

tersebut.

Pasal 25

(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan

untuk:

a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain

dengan pembayaran; dan

b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

(21 Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk
Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain

dengan pembayar€rn sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah

dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang
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ditagihkan dalam rekening listrik, untuk
pascabayar; dan

b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk
prabayar.

(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk
Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dihitung berdasarkan:

a. kapasitas tersedia;

b. tingkat penggunaan iistrik;
c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah

Daerah.

l4l Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk
Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain
dengan pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak
terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (21 penyedia Tenaga

Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan

penghitungan dan Pemungutan PBJT atas

Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga

Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 26

(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 7o (sepuluh

persen).

(21 Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh

indutri, pertambangan minyak bumi dan gas

alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan

b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri,

ditetapkan sebesar l,5o/" (satu koma lima

persen).
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Pasal 27

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan

cara mengalikan dasar pengenzran PBJT

sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 24 dengan tarif
PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

a. pembayaran/penyerahan atas Makanan

dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan

dan/atau Minuman;

b. konsumsi/pembayaran atas Tenrga Listrik
untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

c. pembayaran / penyerahan atas jasa perhotelan

untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

d. pembayaran / penyerahan atas jasa penyediaan

tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

e. pembayaran / penyerahan atas jasa kesenian dan

hiburan untuk PfIJT atas Jasa i(esenian dan

Hiburan.

(3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang

merupakan Daerah tempat penjualan, penyerahan,

dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu

dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 28

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua

penyeienggaraan Reklame.

(2\ Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. Reklame papan/billboard;

b. Reklame kain;

c. Reklame melekat/stiker;

d. Reklame selebaran;

e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
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f. Reklame udara; dan

g. Reklame peragaan.

(3) Yang dikecualikan dari objek Pqjak Reklame adalah:

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet,

televisi, radio, warta harian, warta mingguan,

warta bulanan, dan sejenisnya;

b. label/merek produk yang melekat pada barang

yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk
membedakan dari produk sejenis iainnya;

c. narna pengenal usaha atau profesi yang

dipasang melekat pada bangunan dan/atau di

dalam area tempat usaha atau profesi yang

jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya

diatur dalam Peraturan Bupati dengan

berpedoman pada ketentuan yarg mengatur

tentang nama pengenal usaha atau profesi

tersebut;

d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah

pusat atau Pemerintah Daerah; dan

e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka

kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang

tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 29

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau

Badan yang menggunakan Reklame.

(21 Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau

Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 30

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai

sewa Reklame.

(2) Dalam hal Reklame diselenggaralan oleh pihak

ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud

paala ayat (1) ditetapkan berdasaikan nilai kontrak

Reklame.
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(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, niiai
sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan
yang digunakan, lokasi penempatan, waktu
penayangan, jangka waktu penyelenggaraan,

jumlah, dan ukural media Reklame.

(41 Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/ atau

dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan

dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

(5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 31

Tarif Pajaft Reklame ditetapkan sebesar 256lo (dua puluh

lima persen).

Pasal 32

(1) Besaran pokok P4jak Reklame yang terutang

dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan

Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 ayat (1) dengan tarif Pajal Reklame sebagaim€ma

dimaksud dalam Pasal 31.

(21 Saat terutanC pEak reklame ditetapkan pada

saat teiadinya penyelenggaraan reklame.

(3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di

Daerah tempat reklame tersebut

diselenggara,kan.

(4) Khusus untuk reklame berjalan, wiiayah

pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah

wilayah tempat usaha penyelenggara reklame

terdaftar.



I
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Paragraf 5
Pajak Pajak Air Tanah

Pasal 33

(l) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Tanah.

(21 Yang dikecualikan dari objek PAT adalah

pengam bilan untuk:

a. keperluan dasar rumah tangga;

b. pengairan pertanian rakyat;

c. perikanan rakyat;

d. peternakan rakyat; dan

e. keperluan keagamaan.

Pasal 34

(1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang

melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air

Tanah.

{21 Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang

melakukan pengambilan dan/atau pemalfaatan Air

Tanah.

Pasal 35

(1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan

Air Tanah.

(21 Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan hasil peri<alian a-ntara

harga air baku dengan bobot Air Tanah.

(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada

ayat (2\ ditetapkan berdasarkan biaya

pemeliharaan dan pengendalian sumber daya

Air Tanah.

(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 dinyatakan dalam koefisien yang

didasarkan atas faktor- faktor berikut:

a. jenis sumber air;
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b. lokasi sumber air;

c. tujuan pengambilan dan/ataw pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil dan/atau

dimanfaatkan;

e. kualitas air; dan

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan

oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(5) Besarnya nilai perolehan air tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati

dengan berpedoman pada nilai perolehan air

tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai

ketentuan yang diatur oleh menteri yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di

bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 36

Tarif PAT ditetapkan sebesar 2Oo/" (dua puluh persen).

Pasal 37

(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan

cara mengalihkan dasar pengenaan PAT

sebagaimana dimaksud dalam Pasai 35 ayat (1)

dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam

Fasal 36.

(2\ Saat temtang PAT ditetapkan pada saat te{adinya

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

(3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan

wilayah Daerah tempat pengambilan dan/ atau

pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6
Pajak Mineral Bukan l,ogam dan Batuan

Pasal 38

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan

MBt B yang meliputi:
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

h.

i.

j
k.

1.

m.

n.

o.

p.

q.

r.

s.

t.

u.

w.

x.

v.

z.

aa.

bb.

cc.

dd.

ee.

ff.

hh.

ii.

ASbCS;

batu tulis;

batu setengah permata;

batu kapur;

batu apung;

batu permata;

bentonit;

dolomit;

feldspar;

garam batu (hafite);

g afit;

granit/andesit;

$ps;
kalsit;

kaolin;

leusit;

magnesit;

mika;

marmer;

nitrat;

obsidian;

oker;

pasir dan kerikil;
pasir kuarsa;

perlit;

fosfat;

talk;

tanah serap (fullers earth);

tanah diatom;

tanah liat;

tawas (alum);

tras;

yarosit;

zruolit1.

basal;
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jj. trakhit;

kk. belerang;

11. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan

mineral; dan

mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan'

(2\ Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB' meliputi

pengambilan MBLB:

a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak

diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan

b. untuk keperluan pemancangan tiang

listrik/telepon, penanalnan kabel, penanaman

pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah

fungsi permukaan tanah.

Pasal 39

(1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau

Badan yang mengambil MBLB.

(2) wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan

yang mengambil MBLB.

Pasal 40

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual

hasil pengambilan MBLB.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase

pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap
jenis MBLB.

(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap
jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di

wilayah Daerah.

(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan oleh Gubemur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang

pertambangan mineral dan batu bara.
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Pasal 4l
Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh

persen).

Pasal 42

(1) Besaran pokok Pqlak MBLB yang terutang dihitung

dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak

MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat

(1) dengan tarif Pqiak MBLB sebagaimana dimaksud

dalam Pasa1 41.

(21 Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat

terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

(3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang

merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan

MBLB.

Paragraf 7
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 43

Objek opsen PKB adalah PKB terutang.

(1)

{2)

Pasal 44

Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek pKB.

Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib pKB.

(3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan

dengan Pemungutan pajak terutang dari pKB

Pasal 45

Dasar pengenaan untuk Opsen pKB merupakan pKB

terutang.

Tarif Opsen

puluh enarn

terutang.

Pasal 46

PKB ditetapkan

persen) dihitung
sebesar 66V"

dari besaran

(enam

PEak
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Pasal 47

(1) Besaran pokok Opsen PKB yang teruta-ng dihitung

dengan cara mengalikan dasar pengenaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan

tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

(21 Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat

terutangnya PKB.

(3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang

merupalan wilayah Daerah tempat kendaraan

bermotor terdaftar.

Paragraf 8
Opsen BBNKB

Pasal 48

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 49

(1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupalcan Subjek

Pajak BBNIGI.

(2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak

BBNKB.

(3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan

bersamaan dengan Pemungutan pajak

terutang dari BBNKB.

Dasar pengenaan

BBNKB terutang.

Pasal 50

untuk Opsen BBNKB merupakan

Pasal 51

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan
puluh enam persen) dihitung
terutang.

sebesar 660/o (enam

dari besaran Pajak
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Pasal 52

(U Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan

pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 50 dengan

tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5l .

(21 Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat

terutangnya BBNKB.

(3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang
merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan

bermotor terdaftar.

Bagran Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pqjak

Pasal 53

(l) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang

pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif
dan objektif atas suatu jenis Pajak dalani satu

kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam

tahun Pajak, atau dalam Bagran tahun Pajak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpqjakan daerah.

t2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi

Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan

melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak

yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri

Wajib Pajak atau menjadi dasar untuk menetapkan

Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut

berdasarkan penetapan Bupati.

(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak

untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan

Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang

dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {21

ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulart

kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga)
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bulan ka_lender.

(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jangka waktu yang lamanya I (satu)
tahun kalender, kecuali bila Wajib pajak

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa pajak,

tahun Pajak, dan bagian tahun pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
daiam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan

Yang Telah Ditentukan

Pasal 54

(1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf C

dialokasikan sebesar lOo/o (sepuluh persen)

untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan

jalan serta peningkatan moda dan sarana

transportasi umum.

(21 Hasil penerimaan PB.IT atas Tenaga Listrik

sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal 14 huruf b,

dialokasikan sebesar 107o (sepuluh persen) untuk
penyediaan penerangan jalan umum.

(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi

penyediaan dan pemeiiharaan infrastruktur

penerangan jalan umum serta pembayaran biaya

atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan

jalan umum.

(4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dialokasikan sebesar

Itr/o (sepuluh persen) untuk pencegahan,

penangguiangan dan pemulihan pencemaran

dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dalam
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Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan
kuantitas air tanah, tidak terbatas pada:
a. penanaman pohon;

b. pembuatan lubang atau sumur resapan;

c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 55

Jenis Retribusi terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;

b. Retribusi Jasa Usaha; dan

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 56

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi

Jasa Umum ssfegaimana dimaksud dalam Pasal 55

huruf a meliputi:

a. peiayanan kesehatan;

b. pelayanan kebersihan;

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan

d. pelayanan pasar.

(2) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah

pusat, badan usaha milik negara, badan usaha

milik daerah, dan pihak swasta.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

berdasarkan kewenangan masing-masing
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sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan

oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah;

dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(1) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang

menyelenggarakan urusan di bidang keuangan,

menteri yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling

lambat 7 (tujuh) hari ke{a sejak Peraturan

Bupati ditetapkan.

(8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang

pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati

pelayanan Jasa Umum.

(9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang

pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan

pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 57

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan

kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling,

puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit
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umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya
yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 58

(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b merupakan
pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah, meliputi:

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari
sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau

lokasi pembuangan sementara ke lokasi
pembuangan akhir sampah/pengolahan atau
pemusnahan akhir sampah;

c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau

pemusnahan akhir sampah.

d. penyediaan dan/ atau penyedotan kakus; dan

pengolahan limbah cair rumah tangga,

perkantoran, dal industri.

l2l Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah

pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat

ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 60

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar

tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios

yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c merupakan

penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang

ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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pasal 6 1

penggunaan jasa atas pelayanan Jasa

pelayanan Jasa
pada ayat (1)

Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang
dliadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul
Pemerintah Daerah untuk
yang bersangkutan.

penyelenggaraan jasa

(2) Tingkat penggunaan jasa atas
Umum sebagaimana dimaksud
ditetappzl dengan ketentuan:

a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkaa jenis
layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka
waktu layanan;

b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis
layanal, frekuensi layanan, volume dan/ atau
jenis sampah/ limbah kakus/limbah cair;

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur
berdasarkan jenis kenclaraan, frekuensi layanan

dan/atau jangka waktu pemakaian tempat
parkir;

d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi

layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar

dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan

Pasal 62

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi

Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan

biaya penyediaan jasa yarrg bersangkutan,

kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan

efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan

biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya

memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan

tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
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(41 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi

Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan

tentang BLUD.

Pasal 63

(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang

dihitung dengan cara mengalikan tingkat

penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 62 dengan tarif Retribusi.

(21 Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)

tahun sekali.

(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan

indeks harga dan perkembangan perekonomian,

tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa

Umum.

t5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 64

(i) Jenis penyediaan / pelayanan barang dan/atau jasa

yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha

meliputi:

a. penycdiaan tempat kegiatan usaha berupa pasa-r

grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan u saha

lainnya;

b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan

jalan;

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha
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c. penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/

vila;

d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan

olahraga;

f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah

Daerah; dan

g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak
mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi

organisasi perangkat Daerah dan/atau
optimalisasi aset Daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan

yang diberikan dan kewenangan Daerah

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah

pusat, badan usaha milik negara, badan usaha

milik daerah, dan pihak swasta.

(4\ Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan

oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Detail rincian objek Retribusi yartg diatur dalam

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi;
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b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah;

dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(71 Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang

menyelenggarakan urusan di bidang keuangan

negara, menteri yang menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD

paling lambat 7 (tujuh) hari keqia sejak

ditetapkan.

(8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang

pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati

pelayanan Jasa Usaha.

(9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang

pribadi atau Badan yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retrlbusi atas jenis

pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 65

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir,

pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a
metupakan penyediaaa tempat kegiatari usaha berupa

fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan y€rng

dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang

disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan

sebagaimana dimaksuti dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b

merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar

badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola

oleh Pemerintah Daerah.
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Pasal 67

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahal/vila

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c
merupakan penyediaan tempat
penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan,

dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Pelayalan rumah pemotongan hewan ternak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d

merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan

hewan ternak, termasuk pelayalan pemeriksaan

kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah

Daerah.

Pasal 69

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e

merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan

olahraga yang disediakan, dimiiiki, dan/atau dikelola

oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f
merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh

Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat

Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan lidak

mengr.rbah status kepemilikan sebagaimana dimaksud

dalarri Pasal 64 ay at (1) huruf g tei'masuk pemanfaatan

barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
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perundang-undangan mengenai

milik daerah.

pengelolaan barang

Pasal T2

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa
Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang
dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul
Pemerintah Daerah untuk penyeienggaraan jasa

yang bersangkutan.

(21 Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa

Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan ketentuan :

a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur
berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi

layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian

fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/ atau

tempat u saha lainnya;

b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan

jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan,

frekuensi layanan, danf atau jangka waktu

pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di

luar badan jaian;

c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/

vi1la diukur berclasarkan jenis fasilitas,

frekuensi layanan, dan/ atau jangka waktu

pemakaian fasilitas tempat penginapan/

pesanggrahan/villa;

d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak

diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis

layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka

waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong

Hewan;

e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah

raga diukur berdasarkan jenis fasilitas,

frekuensi layanan, dan/ atau jangka waktu

pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata,
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dan olah raga;

f. penjualan produksi usaha Daerah diukur

berdasarkan jenis dan/atau volume produksi

usaha Daerah; dan

g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan

jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau

jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 73

(l) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif
Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh

keuntungan yang layak.

(21 Keuntungan yang layak sebagaimana dimalsud
pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh

apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan

secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi
Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan
berpedoman pada dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 74

(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tingkat
penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

(21 Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha
tercantum dalam l,ampiran II yang merupakan
bagian ticlak terpisahkan alari peraturaji Daerah ini.

(3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekali.

(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian,
tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa
Usaha.
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Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa

pemanfaatan barang milik Daerah, bentuk

pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara

penghitungan besaran tarif diatur lebih lanjut

melalui Peraturan BuPati.

Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata

cara penghitungan besaran tarif dengan Peraturan

Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

dilaksanakan untuk pemanfaatan barang milik

Daerah yang berupa:

a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu)

tahun;

b. kerja sama pemanfaatan;

c. bangun guna serah atau bangun serah guna;

atau

d. keq'a sama penyediaan infrastruktur.

Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan untuk

setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik

daerah.

Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan

dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah;

dan

c. tidak menimbuikan ekonomi biaya tinggi.

Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan tenta,ng pengelolaan barang milik
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Daerah

Bagran KeemPat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 75

(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan

obiek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

a. persetujuan bangunan gedung;

b. penggunaan tenaga kerl'a asing.

(21 Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undalgan.

(3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan

Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh

pemerintah pusat, badan usaha milik negara,

badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

(4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan

Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan /
menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

(5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan

Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan

Tertentu.

Pasal 76

(1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal

75 ayat ( 1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan

SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud

lrada ayat (1) meliputi kegiataii layaLflan konsultasi

pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG,
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inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan

SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

(3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk

permohonan persetuj uan:

a. Pembangunan baru;

b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan

belum memiliki PBG dan/atau SLF;

c. PBG perubahan untuk:

1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;

2. perubahan lapis Bangunan Gedung;

3. perubahan luas Bangunan Gedung;

4. perubahan tampak Bangunan Gedung;

5. perubahan spesilikasi dan dimensi

komponen pada Bangunan Gedung yang

mempengaruhi aspek keselamatan dan / atau

kesehatan;

6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap

tingkat kerusakan sedang atau bera!

7. perlindungan dan/atau pengembangan

Bangunan Gedung cagar budaya; atau

8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak

di kawasan cagar budaya.

e. PBG perubahan tidak diperlukan untuk
pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan

perawatan.

(3) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas

pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah bangunan milik pemerintah pusat,

Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi

keagamaan / peribadatan.

Pasal77

(1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1)

huruf b merupakan pelayanan pengesahan renc€lna

penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai
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wilayah kerja tenaga kerja asing dengan

berpedomal pada ketentuan peraturan

perundangundangan mengenai pengguna€rn tenaga

ke{a asing.

(21 Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas

pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah penggunazrn tenaga kerja asing oleh instansi

pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badal
internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan,

dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 78

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizrnan

Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang

dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul
Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa

yang berszrngkut rn.

(21 Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Periztnan

Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan ketentuan :

a. pelayanan persetujuan bangunan gedung

diukur berdasarkan formula yang

mencerminkan biaya penyelenggaraan

penyediaan layanan;

b. pelayanan penggunaan tenaga keq'a asing

diukur berdasarkan frekuensi penyediaan

layanan dan/atau jangka waktu layanan.

(4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a terdiri atas:

a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:

i. Luas Total Lantai;

2. Indeks Terintegrasi; dan

3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan

b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung,

meliputi:

1. Volume;
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2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan

3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 79

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif
Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada

tujuan untuk menutup seluruh biaya

penyelenggaraan pemberial izin yang

bersangkutan.

(21 Biaya penyelenggaraam pemberian izin sebagairnana

dimaksuri pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan

dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum,

penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif

dari pemberian izin tersebut.

(3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat

(1), biaya penyelenggaraan pelayanan

memperhatikan pacia rincian layanan

sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan mengenai bangunan
gedung.

(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan

tenaga keg'a asing perpanjangan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7Z ayat (1), biaya
penyeienggaraan pemberian iztn
memperhatikan pada rincian layanan
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan mengenai penggunaan
tenaga kerja asing.

(1) Besaran

terutang

tingkat

dimaksud

Retribusi.

Pasal 80

Retribusi Penzinan Tertentu yang
dihitung dengan cara mengalikan
penggunaan jasa sebagaimana

dalam Pasal 78 dengan tarif
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12) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk

menghitung besaran Retribusi yang terutang.

(3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang

selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud

tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang

rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan

oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan untuk

kepentingan perpaj akan.

(4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan

Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.
(5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)

tahun sekaii.

(6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian,

tanpa melakukan penambahan objek Retribusi
Perizinan Tertentu.

17) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) khusus layanan pBG hanya terhadap
besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST
dan Indeks Lokalitas.

(8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) khusus layanan pTKA berdasarkan
tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah
mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan

Negara ijukan Pajak yang berlaku pada
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakery'aan.
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(9) Tarif Retribusi hasil peninjauan

dimaksud pada ayat (61, ayat {71,

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

sebagaimana

dan ayat (8)

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribu si

Pasal 81

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis

Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan

yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan

pelayanan yalg bersangkutan.

{2\ Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang

dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan

pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan

penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan

Bupati.

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Dan Tata Cara pemungutan

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pasal 82
(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara
pemungutan Pajak dan Retribusi.

(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak

dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
meliputi pengaturan mengenai :

a. pendaftaran dan pendataan;
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b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi

terutang;

c. pembaYaran dan PenYetoran;

d. pelaPoran;

e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan

ketetapan;

f. pemeriksaan Pajak;

g. penagihan Pajak dan Retribusi;

h. keberatan;

i. gugatan;

j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh

Bupati; dan

k. pengaturan lain yang berkaitan dengan

tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan

Peraturan Bupati dengan berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 83

(l) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat

memberikan keringanan, pengurangan,

pembebasan, dan penundaan pembayaran atas

pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.

(21 Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan,

dan penundaan pembayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib

Retribusi danl atau objek Pajak atau objek

Retribusi.

(3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib

Pajak atau wa,iib retribusi atau tingkat likuiditas
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Wajib Pajak atau wajib retribusi.

(41 Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat

terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib

Pajak atau wajib retribusi dari golongan tertentu,

nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan

objek Pajak yang terdampak bencana alam,

kebakaran, huru-hara, dan/ atau kerusuhan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan,

pengurangan, pembebasan, dan penundaan

pembayaran atas pokok dan/atau sanksi

administratif atas Pajak dan/atau Retribusi diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Pasal 84

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan

berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif
fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa pengurangan, keringanan, dan
pembebasan, atau penghapusan pokok pajak,

pokok Retribusi, darr/ atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diberikan atas permohonan wajib
pajak dan/atau wajib retribusi atau diberikan
secara jabatan oleh Bupati berdasarkan
pertimbangan:

a. kemampuan membayar wajib pajak dan/atau
wajib retribusl;

b. kondisi tertentu objek pajak, seperLi objek
Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/
atau penyebab lainnya yang terjadi bukan
karena adanya unsur kesengajaan yang
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dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak

lain yang bertujuan untuk menghindari
pembayaran Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku

usaha mikro dan ultra mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah

Daerah dalam mencapai program prioritas

Daerah; dan/ atau

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah

dalam mencapai program prioritas nasional.

(41 Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati

sesuai dengan kebijakan Daerah dalam

pengelolaan keuangan daerah.

(5) Pemberian insentif liskal kepada Wajib Pajak

dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan

dengan memperhatikan fal<tor:

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak

oieh wajib Pajak selama 2 (dua) tahun

terakhir;

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan / atau

Wajib Retribusi:

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib

Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap

perekonomial Daerah dan lapangan ke{a di

Daerah yang bersangku tan; dan/atau

d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak

dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan

ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha

mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-

undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah,

dan koperasi.
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Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak

dan/atau Wa,jib Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas

Daerah yang tercantum dalam rencana

pembangunan jangka menengah daerah.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak

dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf e dilal<ukan dalam rangka

percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pemberian insentif fiskal sebagaimana

dimaksud pada ayat 12) ditetapkan dengan

Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada

DPRD dengan melampirkan pertimbangan

Bupati dalam memberikan insentif liskal

tersebut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif

flska1 sebagaimana dimaksud pada ayat (21

ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 85

Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) merupakan
permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi,
apabila diperlukan Bupati atau pejabat yang
ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan pajak

dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk memastikan bahwa Wajib pajak dan/atau
Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan
insentif fiskal berhak untuk menerima insentif
fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor
sebagaimana dimaksud dalam pasal g4 ayat (3) dan
ayat (5).
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Bagian Keempat
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 86

(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan

Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau

peiaporan Pajak; dan/atau

b. pemberian fasilitas angsuran atau

penundaan pembayaran Pajak terutalg atau

Utang Pajak.

(21 Perpanjangan batas waktu pembayaran atau

pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak

yang mengalami keadaan kahar sehingga

Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban

Pajak pada waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau

pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara

jabatan atau berdasarkan permohonal Wajib

Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan

pembayaran Pajak terutang atau Utang pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan dalam hal Wajib pajak mengalami
kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib
Pajak sehingga Wajib pajak tidak mampu
memenuhi kewajiban pelunasan pajak pada
waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran pajak terutang atau Utang pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dapat
diberikan Bupati berdasarkan permohonan
Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan
Bupati.



-62-

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau

penundaan pembayaran Pajak terutang

sebagaimana dimaksud pada ayat (4),, Bupati

memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam

pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun

terakhir.

l7l Keputusan Bupati atas permohonan Wajib

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/ atau

masa angsuran atau lamanya penundaan

sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak

dan/ atau masa angsuran atau lamanya

penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak;

atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian

angsuran atau penundaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b
paling lama diberikan untuk jangka waktu 24

(dua puluh empat) bulan.
(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran

dan pembayaran Pajak yang ciituncia disertai
bunga sebes ar 0,60/o (nol koma enam persen)

per bulal dari jumlah pajak yang masih harus
dibayar, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(1O) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (4) metiputi:
a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru_hara;
d. wabah penyakit; dan/ atau
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(l 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi

dan tata cara pemberian kemudahan

perpajakan Daerah diatur dalam Peraturan

Bupati.

Pasal 87

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat

(3) merupakan permohonan Wajib Pajak

dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperiukan

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat

melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau

Retribusi untuk tujuan lain.

(21 Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuaa

untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/ atau

Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan

insentif fiskal berhak untuk menerima insentif

fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (5)

dan ayat (4).

Bagran Kelima
Kerahasian Data Wajib Pajak

pasal 88

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada
pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau
diberitahukan kepadanya oleh Wajib pajak dalam
rangka jabatan atau pekerjaannya untuk
menjalankan ketentuan peraturan perundang_

undangan di bidang perpajakan Daerah.

{21 l,arangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk
oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan
ketentuan peratur€rn perundang-undangan di
bidang perpajakan Daerah.
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(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, adalah:

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak

sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang

pengadilan; dan

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang

ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan

keterangan kepada pejabat iembaga negara

atau instansi pemerintah yang berwenalg

melakukan pemeriksaan dalam keuangan

daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang

memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga

ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan

tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

agar memberikan keterangan, memperlihatkan

bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak,

kepada pihak yang ditunjuk.
(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan

dalam perkara pidana atau perdata atas

permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara

Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat
memberi izin tertulis untuk meminta kepada

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan

tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

untuk memberikan dan memperlihatJ<an bukti
tertulis dan keterangan Wajib pajak yang ada
padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau
nzuna tergugat, keterangan_keterangan yang
diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau
perdata yang bersangkutan, dengan keterangan
yang diminta.
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- Bagian Keenamlnsentif pemungutan pajak dan Retribusi

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak
dan Retribusi diber. .

kineda tertentu. 
r lnsentif atas dasar pencapaian

12) Pemberian insentif sebagaimana dimatsud pada
ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah.

Pasal 89

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan peraturan Bupati dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang_undangan.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

pasal 90

(l) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak piclana di bidang pajak daerah dan
Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(21 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di

lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

pejabat yalg berwenang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat

(1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan

meneliti keterangan atau laporan berkenaan

dengan tindak pidana di bidang pajak daerah

dan Retribusi Daerah agar keterartgan dan
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laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana

pajak daerah dan Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari
orang pribadi atau Badan sehubungan dengan

tindak pidana dibidang pa,iak daerah dan

Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana di bidang

pajak daerah dan Retribusi Daerah;

e. melakukan pengeledahan untuk
mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan dan dokumen lain serta

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti

tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang

seseorang meninggaikan ruangan ata.u tempat

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung

dan memeriksa identitas orang, benda, dan

atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan

tindak pidana di bidang pajak daerah dan

Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk di dengar

keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau sanksi;

j. menghentikan penyidikan;dan/ata:u



-67-

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(41 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat polisi

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

BAB VI
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Pidana

Pasal 91

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak
menyampaikan SSPD BPHTB dan/atau SPTPD

atau mengisi dengan tidak benar atau tidak

lengkap atau melampirkan keterangan yang

tidak benar sehingga merugikan keuangan

Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau

pidana denda sesuai dengan Pasal 181 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O22 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah.

(21 wajib Pajak yang dengan sengaja tidak

menyampaikan SSPD BPHTB dan/atau SPIPD

atau mengisi dengan tidak benar atau tidak

lengkap atau meiampirkan keterangan yang tidak

benar sehingga merugikan keuangan

Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau

pidana denda sesuai dengan Pasal 181 ayal (21
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentarrg
Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat

dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 92

Tindak pidana di bidang perpqjakan Daerah tidak dapat

dituntut apabila melampaui jangka waktu 5 (lima)

tahun terhitung sejak saat pajak terutang atau masa

Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau

Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 93

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan

kewajibannya membayar atas layanan yang

digunakan/dinikrnati, sehingga merugikan keuangan

DaeraJr, diancam dengan pidana kurungan atau

pidana denda sesuai dengan Pasal 183 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2O22 tentxrg Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah.

Pasal 94

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan

kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Denda

Pasal

negafa

Pasal 95

sebagaimana dimaksud dalam

93 dan Pasal 94 merupakan

Pasal 91,

pendapatan

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 96
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(l) Dalam hal Wajib pajak atau Wqiib Retribusi
tidal< memenuhi kewajiban di bidang perpajakal
Daerah dan Retribusi, Wajib pajak atau Wajib
Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa
bunga, denda, d,an/atau kenaikan pajak atau
Retribusi.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengena€rn

sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan
Daerah dan Retribusi.

Pasal 97

(1) W4jib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut
berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib

Pajak sebag^imana dimaksud da-lam Pasal 2
ayat (41 wajib mengisi SPTPD.

(21 Pelaporan SPIPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.

(3) Wqjib Pajak yang tidak melaksanakan

kewajiban pelaporan SPIPD dikenakan sanksi

administratif berupa denda.

(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD

untuk setiap SPIPD sebagai berikut :

a. Untuk pokok pajak per Rp.100.000 dikenakan

denda sebesar Rp.2O00/ bulan

b. Untuk pokok pajak per Rp.1.000.000

dikenakan denda sebesar Rp.20.000/bulan

c. Untuk pokok pajak per Rp.100.00O.OOO

ciikenakan denda sebesar Rp.2.000.000/bulan

d. Untuk pokok pajak per Rp.1.00O.000.000

dikenakan denda sebesar

Rp.20.000.0O0/bulan
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(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika
Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force

majeure).

(6) Kriteria kahar (force majeure) sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) yaitu:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit.

Pasal 98

Pada saat Perda ini mulai berlaku, ketentuan

mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik

daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan

perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya

masa perjanjian.

Pasal 99

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak

dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 90,

hanya dapat dilaksanalan sampai dengan

diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan

aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan

kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungr.rtan

Pajak dan Retrlbusi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan

Opsen BBNKB, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini,
mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
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Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan

Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan atas Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, masih dapat ditagih selama

jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat pajak

dan retribusi daerah terutang.

BAEI VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan

dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum

diganti dan tidak bertentalgan dengan Peraturan

Daerah ini.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 13

Tahun 2016 tentang Pajak Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 3

Tahun 20i4 tentang Retribusi Jasa Umum;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4

Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini
harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung

sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
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Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Intan Jaya.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 29 Desember 2O23

H. BUPATI INTAN JAYA,

TTD

APOLOS BAGAU

Diundangkan di Sugapa
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN INTAN JAYA,

TTD

ASiR MIRIP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2023 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA,

PROVINSI PAPUA TENGAH: OS I 2023

sesuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM,

AG UN

30817 200605 1 001





LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
NOMOR :5 TAHUN 2023
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA UNIT PELAYANAN

KESEHATAN

I. TARIF RAWAT JALAN

0
JENIS PELAYAilAX/TIilDAI{AX

lRp.l

JASA SARAIA
(Rp')

JASA
PEI.AYATAT

lRp.l

JUUTAH

lnp.l

I 2 o 4 5

I Pemenksaan Penunjang Diagnostik

a. Malaria 2,W 3.fi)O s.000
b. Peaces 2.0@ 3.mo 5.mo
c. Spatun RIA 6.m0 9.000 15.000
d, Urine irngkap 4.000 6,000 10.000

e, Darah Lengkap 6.mo 10.000

f, 0olongan Duah 4.m0 6.fin 10.000

Pelayanan KIA

a Pelayanan irnunisasi 2.(m 3.mo s.(x)o
b, Pemeriksaan Bumil 6.000 9.000
c, Pelavanal suntikan KB 10.000 15.000 2s.000
d. Pelavanar tes kehanilan 10.000 15.000 25.m0
e, Pelavanal IUD 30,000 45.(m 75.m0
f, Pelayanan Susuk 60.000 90.m0 150.000

3 Pelayanan Pemuiksaan/Tindakan Medik Gi$ dan

Mulut

a. Sederhana 12,000 18.000 30.000

b. Sedalg 26.@O 39.(m 6s.000
c. BeM,r 40.m0 60.000 100.000

4 Pelayalal Suntik / Tindakal

a. Perar-atan luka 2.000 3.ofi) 5.000

b. Jmis luka lebih dari 5 jahitan 20,0m 30.000 50.ofi)
c. Jahit luka kurang dan 5 jahitan 10.000 15.000 25.0(x)

d. Suntikan antibiotik 4.fi)o 6.0m 10.000

e. Sunttl<an non antibiotik 2.000 3.000 15.000

5 Pelatanan Apotik

a" Obat tanpa antibiotik 10.000

b, 0bat dengan antibiotik 20.0@

c Puyer tanpa antibiotik 10.000

d antibiotic 15.000

6 Tindakan Lain

a. Pemeriksaan dan Peres atan kaca mata 2.fl)O 3.000 5.000

b. Pemeriksaan t Pen 2.000 3.000 5.(n0

4.mo

15.000

I

I

I

I I

2.

I

I





KETERAIIG/IIT:

Pelayanao Pemerilcaaa/Tlndalan UedtL GlSi dan Muluta. Tindolton Medtk Gigi dan tulut Seaermi.---l. Scalling
2. Cabut satu gigi sekali datang
3. Tambal pennanen satu gigr sekali datang4. Odontektomi satu elemen
5. Apes reseksi, eksisi biopsy, insisi absesi
6. Fraktur dental sederhana tanpa komplikasi
7. Frenektomi
8. Penambahan amalgam
9. Penambahan silikat
10. Pulpa Capping
11. Perawatan saraf sekali datang
12. Bedah sialoit hiasis sederhana
13. Jahit luka sobek jaringan lunak

b. Tiadakan Uedik Gtgt dan Mulut Sedang
1. Enuklise kista
2. Eschekleasip
3. Faktur Rahan sederhana
4. Odonteldomi lebih satu elemen
5. Squesterektomy
6. Bedah sialoithiasis kompleks
7. Reposisi dan witing pada simple fraktore
8. Akveolektomi
9. Operculectomi

c. Tindakan Medtk tHgi dan Mulut Beear
l. Orthodenti
2. Eksterpasi kista
3. Fixasi rahang

II. TARIF RAWAT IITAP

JIIUTAX

J

10.000

15.000

10.000

15.000

5.m0
1s.000

JASA
$XATA

lRp.)

JASA
PETAYAIIAII

{Rp.l
l 2 4

I Perawatan

a. Tindakan infus perkali 2.O@

b. Biaya penginapal per-hari 4.000

c. Biaya makan per-hari 6.000 9.000
4.000d. Infus per'botol 6.(m
6.000e. Slang infus 9.000

3.0002.OWI Tindakan perawatan pr-pasien per-hari

6.000 9.mo2 Jasa Pelayanan Doktff Umum untuk

Tiap had-hari rawat inap tiap pasien

50,0003 Jasa Pelayanan Dokter Spffiialls untuk s0.mo

JEIIIS
PEUIIAIATIIIrDUrfi (Rp. ]tto

3.0fl) r s.(no
6.m0



Tiap han-harirarat inap tiap pasien

4 Pertolongafl Persalinan

a. krsalinan normal 140.000

b. Persalinan dengan penyulit ringan 200.000---- -------*
300,m0

350.000
s00.000

a

IU. PELAYANAN TIITDAKAN DARURAT

f,ETERAIITGAIT:
Pemerlkmaa /TtndaLan Gawat Darurat (UGDf terdtri dart :

Jenis Tlnda&an UGD sederhana, terdirl darl :

l. Jahitan luka 1 s/d 5 jahitan
2. Luka bakar 30%
3. l,avement
4. Dilatasi phymosis
5. Eksisi hematoma
6. Insisi kecil
7. Scorting
8 Klisma

b. Jenls Ttndakatt UGD sedang, terdlrl dad :

1. Extraksi kuku
2. Corpus alienum
3. Pasang NGT
4. Pasang Katheter
5. Luka bakar 30%

Jenls Tindaken UGD sederhana, terdlrl darl :

l. Kumba Lambung
2. Jahitan luka diatas 11 jahitan
3. Corpus Alienum dengan PenYulit
4. Luka bakar 60%
5 Gyps /spalak
6. Debridemen ringan

c

l{o
JEITITI

PEIAYANAUTIIIDII{A

r
(RpJ

BAIIP

{np.}

.IASA
sAxtlA

Bp.)

JASA
PEI,AYAXAX

tRp.l

.IUUUIH

(npJ

I 2 3 4 5

1 Tindakan UGD

a. Sederhana 6.000 9,000 15.000 30.000
b. Sedang 12.000 18.0m 30.000 60.000
c. Besar 15.m0 24.(x)0 40.000 80.000

2 Tarif Pemeriksaan I

6.000 9.000 1s.000

b. Konulan Dokter Spesialis 50,000 s0.000

210.000

i

I

a Dohu umum



B. TARIF RETRIBI'SI PELAYAI{AI{ RI'UAII SAI<IT UMUM DAERAII trTTAIT
JAYA

I. Tarif Ravat Jalan
1. Biaya Pemeriksaan dan Konsultasi Poliklinik sebagai berikut :

l{o Jeair Pekyrnra Jas{ Sara[a Jur Pehyanaa Jrmhh

2.

3.

4.

Poliklinik Unum

Poliklinit Gi$

Politlinik Spesialis

Poliklinik TB Paru

s,000

5.000

s.000

5.000

25.000 30.000

2s.000 30.000

5s.000

50.000 s5.000

2. Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostic tindalan medik dan
terapi, tindakan medik dan radio terapi serta pelayanan rehabilitasi medik,
maka biaya dibayar secara terpisah oleh penderita sesuai tarif yang
ditetapkan untuk setiap jenis pemeriksaan maupun tindakarr tersebut.

3. Tarif tindakan medik non pembedahan maupun dengan pembedahan serta
pemeriksaan penunjang diagrrostik pada pasien rawat jalan menggunakan
tarif rawat inap kelas lll.

50.000



II. Untt Rawat Danrrat
a. Tarif pemeriksaan gawat darurat

III. Tarlf Rawat Inap
a. Ruang rawat inap VIP

b. Ruang Bedah

Ilo rleuis Pelayanan
TARIF DAtls RUflIH {Rp.l

Jasa Sarang Jasa Pelayeno[ .rlmlah
Ravat jalan non hdah
Rawat jalan danrat bedah

Hecting ls/d 5 jahltan

Hectng 6 keatas

Ekstralai kuku
Pasang kateter

Pasang NGT

AFE cateter / AFF NGT

Ranat luka / gaati verbal
Pasang eiastis verban

Pasang mitela

Pasaag oksigen

Nebulizer
Pasaag infus derasa

Pasang inius anak

AIF infus

EKG

Injeksi Intravena

Injeksi Intramuskular
Angkat I AFF jahian

Perawatal luka bakar

InsisiAbses

Visun Pengusutan

Visum Asuralsi
0n Ca.ll

0n Sito

Konsultasi Dokter Spesialis

Visite Dokter Spesialis

One Day Care

Resusitasi IGD / Hari

Visum dokter

+0.000

35.000
s0.000
80.000
35.000
35.000
15.000

35.000
10.000
10.000

i0.000
15.000
35.000
50.000
10.000

35.000
15.000
15.000
10.000
3s.000
35.000
15.000

20.000

25.000
35.000

100.000
260.000

15.000

60.000 100.000

85.000
150.000
180.000

85.000
85.000
35.000
85.000
35.000
35.000
50.000
6 s.000

105.000
150.000

30.000
85.000
50.000
50.000
4s.000

100.000

100.000

70.000
80.000
100.000
1s0.000
125.000
135.000

235.000
s60.000
80.000

l{o Jeds
Pelayamu

TARIr DALAI{ RUPITH [p.l
Jasa Sarala ftmlqI

Rawat inap ruang biasa kelas VIP

Tindakan medis non operatif (ringani

Cizi

400.000

105.000

275.000

90.000

30.000

675.000

195.000

30.000

Kelas III

1310.0003.000Konsul Gizi

TARIF DALAI{ RUPIAII {Rp.l

Jese 9a$oa Jasa Pelayeaaa

30.0001r0.000

.Iumlah

140

L

2.

4.

6.

7.

8.

9.

10,

1l

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

23,

24.

26.

27.

28.
29.

30.
31.

s0.000
100.000
100.000

50.000
50.000
20.000
50.000
25.000
25.000
40.000
50.000
70.000

100.000

20.000
50.000
35.000
35.000
35.000
6s.000
65.000
55.000
60.000
100.000
1s0.000
100.000
100.000
135.000

300.000
65.000

Jasa Pehyanan 
I

1,

2.

3.

Jeds

Pelavalan

l{o

1.

o



c. Ruang Interna trIaalta / Interaa Pr.la

d. Ruang Kelas I dan Kelas lI

e. Tlndakan Ruang Rawat Anak

TARI! uru RUHIH Bp.lI{o Jelir
Jrss Seram Jrse Pelayatrn Ju'nrqh

1.

2

Ruaag Ioterae Salita/ Iuternr Pria

Rarrt Iarp loterle Wu.ltr / Intcrnr Pria

Kelas III

Paviiiun

Kelas Il
Kelas I

Tiadrlu
Kelas III
Kelas II
Kelas I

VIP

WlP

80.00
0

r00.000
150.000

215.000
490.000

10.000
35.000
42.000

80.00
0

135.000
160.000
180.000

350.000

30.000
s0.000
63.000

40.000
85.000

105.000

160.00
0

235.000
310.000
395.000
840.000

I{o Jeds
Pelayaaaa

TARIr D&rll RUPIilI Bp.l

Jr3r Samra Jua Pelaymrn Junlah

1

2

Ttadrhl foug l(chr I daa Irahr II

Kelas ll
Kelas I

Gizi

Rant Imp llehr I daa l(ehs II

Kelas II

Kelas I

35.000
42.000

165.000
185.000

132.000

135.000

27 .000

135.000
160.000

167.000

177.N0
27 .000

300.000
345.000

!lo Jeni:
Iindalas

TARIn DALA RUPIAH(Rp.)

Jesa Saram Jasa Peleyela! ftrnrrI
t, Tindakan Seierhana

10.000

10.000
10.000

20.000

15.000

20.000
25.000
30.000

2s.000
30.000
35.000
50.000

Kelas

III

II
I

RPI

2 Tindakan sedang

10.000
10.000

10.000

20.000

20.000
25.000
30.000
35.000

30.000
35.000
40.000
55.000

III

II
I

RPI

I

I

Kelas
I

I

I



t.2

Jenis-Jenis Tindakan di Ruang perawatan Rawat Anak :ll. Jenis Tindakan Sederhana terdiri dari :

l- Menyiapkan tempat tidur
2. Memberi makanan dan minurnan pasien
3. Kompres hangat (buli-buti)
4. Observasi TTV
5. Memasang oksigen (O2)
6. Menimbang berat badan
7. Memberi obat oral
8. Mengganti pempers
Jenis Tindakan Sedang terdiri dari :

1. Pasang infus
2. Pasang NGT
3. RJP
4. Nebuliser
5. Menyuntik
6. Pasang tranfusi darah
7. Suction
8. Memberikan terapi injeksi
9. Pengambilal sampel darah
10. Merawat iuka
11. Pengambilan BTA (skutum)

Rawat lnap anak

I[o Jenis Pelayanu
TARIF DllAIu RUPLqg Ep.l

Jela Pelayanru

1.

2.

3

4.

lhb III

Akomodasi

Tindakan

ringal/ hari

Konsultasi Gizi

Iktrc I
Akomodasi
Tindakan

ringal/hui
Konsultasi Gizi

Ikhr I
Akomodasi
Tindaka!

dngan/ hui
Konsultasi Gizi

NPI

Akomodasi
Tindakan

rhgal/ hari
(onsultasi Gizi

50.000
50.000

155.000

170.000

160.000
180.000

s0.000
s0.000

90.000

5.000

175.000

27 .000

185.000

27 .000

12s.000

5.000

140.000
s0.000

s.000

330.000
170.000

27.000

34s.000
180.000
27.000

175.000
50.000

5.000

Jasa Saram Jumbh I



f. Ruang Rawat ICU
l{o Jenis

Tindalan
.hse Senrr

(Rpl
J8!e Peleyana[ Junlah

Tindrtrl Rurq Rsr{t ICU

20.000
20.000
20.000
40.000

35.000
40.000
45.000
65.000

55.000
60.000
65.000
105.000

2

Tindalmn Sederhana

Kelas

tl
II
I

VIP

Tindakan

sedangKelas

II
II
I

VIP

40.000
40.000
40.000
80.000

120.000
130.000
140.000

220.000

160.000
170.000
180.000

300.000

Pemasangan Ventilator

Perawatan Ventilator/Hari

Perawatan AtuVD/Hari

250.000

12s.000

63.000

750.000

375.000

187.000

1000.000

500.000

250.000

590.000
855.000
990.000
1.250.000

2. i40.000
67s.000
195.000

I Rrrrt hrp turag hh$il
|lq'IICU, Hq', rcCq

Kelas III
Kelas II
I(elas I
VIP
WIP/ PaYiliun

Rasat iDap ruang biasa kelas VIP

Tindakal medis non

350.000
450.000
504.000
648.000
i.134.000

400.000
105.000

240.000
40s.000
486.000
602.000
r.006.000

275.000
90.000

202.000
350.000
440.000
620.000
1.130.000

81,000

1s0.000
200.000
320.000
430.000

121.000

200.000
240.000
300.000
700.000

Rrrat lmp Rnug Scmi Irtelsif

flder8edirtc, Paimtolo$, ECUI

Kelas III

Kelas Il
Kelas I

VIP

WlP Pavihun

I

I

-

5.



Jenis-Jenis Tindal<an di Ruang perawatan Rawat ICU.
e.l . Jenis Tindakan Sederhana terdiri dari :1. Gv

2. Kiisma
3. Memandikan pasien
4. Skorting
5. Memasukkan suppositoria
6. Perawatan luka prenium/ Episiotomy (puerperium)7. Observasi (mengukur tanAa_tanda viiai)
8. Kompres hangat /dingin (buli-buli)
9. Memberikan/memasang02 (oksigen)
I0. Menyiapkan tempat tidur
1 1. Skintest
12. Memberi makanan dan minum pasien
13. Mengganti alat tenun
14. Memberi obat oral
15. Menimbang berat badan
16. Memasang/mengganti pampers

e.2. Jenis Tindakan Sedang terdiri dari :

1. Pasang kateter
2. Pasang infuss
3. Pasang NGT
4. Nabuliser
5. RJP
6. Pasang galon kateter
7. Pasang tranfusi darah
8. Menyuntik (IM, iV, SC)

9. Pasang Tampon Vagina
10. Melakukan VT
11. Spuliing VagSna / Vagina Toilet
12. Pengambilan sampel darah
13. Suction
14. Aft Tampon
15. Memberi tranfusi darah
16. Pengambilan BTA (sputum)
17. Memberikan rectal
18. Rawat luka dekubitus
19. Rawat luka Galggren
20. Menyiapkan ventilator
21. Merawat dan mencabut ETT
22. Mengukur CVC



l{o JcDtr
TldeLel Jasr Satens J8!a PehFlrtl

Vlrite
96.000 144.000

Vidte l(oarnhrn 150.000

g. Rawat Inap fiIT

h, Tartf Pelayana! Kebidalan
a. Tarif tindakan persalinan normal

dan mulut

Keterartgan :

A. Tindakaan medik gigi dan mulut sederhana

Scalling
Cabut satu gigi sekali datang

iamUaf permanen satu glgl sekali datang

e[" ."""t"i, eksisi biopsy ' 
insisi absesi

fiJt r dental sederhana tanpa komplikasi

Frenektomi
Penambahan amalgam

TARIT DATA.U RUPIAH (Rp.l

TARIF DAIII RUflrII Bp.l

Tm$ DAIAI RUPINI lRP.l

Jumlah

240.OOO

375.000

Junlah

634.536
r.042.452
2.084.904
3.165. 120

4.521.600

l. 133. 100
2.266.200

rv TARIF RAWAT JALAT
1. Polt Gtgi
rarif pefyanan pemeriksaan tindakan gigi dan mulut tarif tindakan medik gigi

3.625.920
4.521.600
5.518.080

1.133.100
2.266.200
3.625.920
4.521.600
5.518.080

Jumlah

000

000

,000

50

0

.602

3

1.

2.

J.

4.

5

6

7

llo IIeler Paeratan
JesS Ssrelr Jasa Pelayanan

l, Tisdrlu Pcrdiau Xororl
Kdas III

Kdas II

Kdas I

VIP

W]P Paviliun

252.000
414.000
828.000

1.890.000

2.700.000

382.536
628.+52

I.256.904
1.27 5.120
1,821.600

450.000
900.000
1.440000

2.700.000
3.150.000

683.100
1366.200
2.185.920
1.821.600

2.368.080

2 Iiad*u hrnlilrn lrbnorual
Kdas Ill
Kdas Il
Kelas I

VIP

WIP Paviliun

683.100
1.366.200
2.18s.920
1.821.600

2.368.080

450.000
900.000
1.440.000

2.700.000
3.150.000

?iodrtu Pctdiara dcagu Aht

Kdas

Kelas I
Kdas I

VIP

VVIP Paviliun

3.

Jera PelayroanJaae SuatrJcnis

Tiodatu
l{o

100.000

185.000

961.000

50.000

124.000

640.000

Kecil

Sedang

Besar

|)

I

225.O00l

I

I

I

l.
2,



8. Penambahan silikat
9. Pulpa Capping
10. Perawatan saraf sekali datang
11. Bedah sialoit hiasis sederhana
Jahit luka sobek jaringan lunak

B. Tindakaan medik gigi dan mulut sedang
1. Enuklise kista
2. Eschekleasip
3. Faktur Rahan sederhana
4. Odontektomi lebih satu elemen
5. Squesterektomy
6. Bedah sia-loithiasis kompleks
7. Reposisi dan witing pada simple fraktore
8. Akveolektomi
9. Operculectomi
10. Odontektomi

. Tindakaan medik gigi dan mulut besar
1- Orthodenti
2. Eksterpasi kista
3. Fixasi rahang

C

2. Poll Mata
Tarif Jasa Pelayanan dan Operasi Mata

150.000

100.000

75.000

75.000
75.000

0 JEITIS

PEUY$AX/l:rDAI$il

TARIF DltAIl RUPlrH lRp.]

JASA SARAIIA JASA PETAYAITAI{ JUULAH

Tidalar Uedil i[ate

1 Erl$tlalci Corpus Alienum Pelpebra 60.000 90.000
2 Ekstralci Corpus Alienum Konjungiva 80.000 120.000 200.000
3 Diatralai Corpus Alienum Komea 80.000 120.000

4 kigasi Bola Mata

Epilasi Bulu Mata {l Mata)

40.000
30.000

60.000
5 4s.000

Bpilasi Bulu Mata (2 Mata) 60.000 90.000
7 lnjeksi Sub Konjungtiva / Peri Orbita 120.000 180.000 300.000
8 Refialai Dengan Koreksi Kaca.mata 30.000 45.000 75.000
9 Pemeriksaan Funduscopy 40.000 60.000 r00.000

250.00010 Pemeriksaan Foto fundus 100.000 i 50.000

11 Pemerilaaan Tonometri Schiot 30.000 75.000
12. 40.000 60.000 100.000

Pem€riksaan Slit Lamp

knsometrv
40.000
30.000

60.000
45.000

100.000

14 7 5.000
15 Biometry/Karatometry 40.000 60.000 100.000

Fluoresceio Test 30.000 45.000

ri Tes buta wafia 30.000 45.000

18 Rawat luka mata 30.000 45.000 75.000

19. Gnati Perban 12.000 18.000 30.000

20 Paneriksaan Gonioscopy 120.000 180.000 3 00.000

2l Pemenlaaan USG Mata 120.000 180.000

22 Steak Retinoscop!' 60.000 90.000

23. Tes Anel 40.000 60.000

24 Sondage Kanalikuli Lacrimal 60.000 100.00040.000

200.000

150.000

45.000 i

300.000
150.000

100.000

6.

Pemeriksaan Tonometri Non Contact

13.

16.



3. Tarlf Jasa pelayanan polt Saraf

4 TartfJasa pelayanan Polt THT {RAWAT JAIAII

,r 5.000

TARIF D&A RUIIAH (Rp.)

300.000
7s.000

r,000,000

JUUIAH

735.640
758.000
144.000

55.000

120.000 r80.000
Jahitan 30.000

27 Intra viE(z]I 400.000 600.000

JEITIS
PEtAYAIiII/TlrD{{att

JASA SARAITA JASA PETAYAIIAI{
lindaten [edil Susf
I Pelavanan Medik E0G 400.160 335.480
2 EMMG dan SSEP 4i7.000 341.000
3 72.000
1 Irjeksi lntra Artikuler lokas 66.0 00 54.000

22.000
6. In i Infravena 33.000 22.000

TARIT DAIII RUPIfiIJenis Pelayrnra/Tirdrhal{o

Jasa Sarau Jara Pehyanan Jumlah
l Iindalan Uedik Itou 0peratif

I Konsultasi s6.00024.000
2. KonsultasiGawatDajurat 27 .000 63.000 90.000
3 Angkat ahitan operasi {<6} 22.s00 75.000
4 jahitan operasi >6 25.500 85.000

NGT5 18.000 42.000 60.000
Hidung Antf rior unilaterd.l6 Taxn 84.000 120.000

Tanpn Hidung antrrior bilateral 4 5.00 0 r05.000 150.000
Posterior8. Tam n 45.000 105.000 150.000

Hidu kan9.A 18.000 42.000 60.000
sional Thera10. Canalith R 42.000 98.000 140.000

il ClosedRwductionofTMJDislocation 12.0004 8.000 160.000

Cuci Kanul Tracheostomy pada Mucous Pl12 42.000 98.000 140.000

asl13. Cuciluka 36.000 84.000 120.000

52.50022.500 75.000serumel unilateral14. Ekstraks

15. Eks serumen bilateral 39.000 91.000 130.000

48.000 1t2.000i6. Ekstrasi/lrigasi soumen dgn peniulit
unilat€ral

170.000s1.000 119.000t7 Ekstraksi/ Irigasi serumen dgn penyulit

bilateral
160.00048.000 !r2.000Endoscof18. Eksral(sibenda
100.00070.00030.000Dkstlal$i benda as hidu19

160.000

100.000

90.000

48.000
30.000
27 .000

1r2.000

63.000
70.000

Ehstraksi benda asing hidung dgn penlulit

Ehtraksi Benda Asing Mulut

ELstralsiBenda

21

22.

112.00048.000 160.00023. Elctraloi Pen lr

Assesment Neurobehaviour

rol

120.000

s5.000

Insisi Ho.deolum / (alazion

26.

I

72.000

I

Injeksilnqa Muskulei 

-

s3.000 l

80.000

s2.500
59.500

7.

36,000

160.000 
i

I



24. ?onsil-i{sbaksiE enB da 48.000 it2.00025. End
4'2.000 98.000oarti NG?26
36.000 84.000
18.000 42.00028. r
36.000 84.00029 Sinus Unilatera.l 45.000 105.00030. r Sinus Bilateral
63.000 147.0003l Kaustik
+5.000 105.00032. Kaustik Hidu taksis 48.000 2.00033. Mullef Ms uarl 42.000 98.00034. Nasoendo
48.000 1t2.00035. Nasoendosc Fleksibel 48.000 112.000

ibel36. N 48.000 I2.000
22.500 52.500 75.00038. NGT Endos 48.000 t.000

Tam40
39. Pas

Anterior Hi

Anterior Unilateral

Bilateral
42.000
57.000

98.000
133.000

4l Postenu HTam 48.000 i12.000
Q,
43.

Telinp Unilateml

BilateralT

Pasang ?am p0n 22.500
57.000

52.500
98.000

Unilaterdl44. Patch Test 45.000 i05.000
15. Patch BilateralT$t {

46. Penu Stoma Trakeostomi
66.000
42.000

154.000
98.000

47, Skin PrickTest 48.000 ii2.000
48. T 8r000 189.000

Suara49. Tes 22.500 s2.500
50. Tes Dix Frenzel 36.000 84.000

2

Kanul TracheosI 68.000 225.000
2 LainnElais tesi 80.000 195.000
3. EksisiKolesteotoma0latema.lUnilateral 80.000 19s.000 275.000
4. Ek$isi Kolesteotoma Eksterna.l Bilateral 90.000 210.000

Intlanasal Unrlatera.l5. El$tmksi 80.000 195.000
Intranasal B ateral6. Ektraksi 105.000 245.000

Rekanulasi7. Ganti Kanul 95.000 220.000
Laserasi Palalum8.H 80.000 195.000

195.0009, Insisi abses Pentonsil
10. INisi Absfs heaurikular

80.000
80.000 195.000

ll. Insisi Abses Retroauriknlar 80.000 195.000

Insisi

12. Insisi Abses Wqja[ Submandibula,

13. InsisiHisu
80.000
80.000

19s.000
195.000

Hematoma Aurikula14. Insisi hen 80.000 19s.000
210.000Hematoma Auriku an Kom15

16 Jahit Laserasi Bibir
Insisiheu 90.000

80.000 195.000
17. Jahit Laserasi Mulut 80.000 195.000

80.000 195.000
80.000 19s.000Luar

18. Jahit Luh
19. Jahit Luka

80.000 195.000 27 5.000Unilateral20. KuretaseGranulasiT
Bilateral21. Kuretase orarulasi r05.000 245.000 3 50.000

80.000 195.000an Pi Unilateral22. Ventilasi G

245.00023 al Pi BrlateralVentilasi G 10s.000
80.000 195.00024 Pi Ventilasi Grommet Unilateral

263.00025 Venliasi Grommet Bilatera.l r12.000

37.000 88.00026. PunlaiAbses

160.000
140.000
120.000
60.000
120.000
150.000
210.000
150.000
160.000
140.000
r60.000
160.000
160.000

160.000

_11090q_
190.000
160.000

1s0.000
220.000
140.000
160.000
270.000
7s.000
120.000

27 5.000

300.000
275.000
350.000
315000

275.000
27s.000
275.000
275.000

27 5.000
300.000
275.000
275.000
275.000
27s.000

275.000
350.000
275.000
375.000
125.000

75.000
iss.ooo -

275.000
27s.o00

Ludovici

I

Tindalen f ediL Operatil

I57.000



275.000
275.000
250.000
27 5.000
275.000
275.000
3 50.000
275.000
275.000
275.000
2 75.000

5. Poli Anak

6. Potl Endokrin Konsultan

TARIF DALAU RUPIAH

225.000
430.000

120.000

120.000
3 000

195.000

120.000

120.000

Julrlah

6s.000

2

3.

4.

5.

6.

7.

27. Reduksi tertu Fraktur N0s asaltup 80.000 195.000
28 Reduksi Snekia Hidu 80.000 i95.00029. Tindil 7s.000 175.000
30. Anhostomi 80.000 195.000

asolan 0rBi H 80.000 195.000
32. Biopi 80.000 195.000

Per Endoscopik33. Biopi 105.000 245.000
Oral C34. B 80.000 195.000

35. Biopsi Sinus Paranas:lis 80.000 195.000

37. Biopsi Tengah dan Dalan

36. Biopsi Luar

38. InsisiUvula

80.000
80.000
67.000 r58.000

r95.000
195.000

39- Krikotirotomi 129.000 301.000

3 Tindrhn Diaglosti! ElcltonediL
1. AudromeEiNada Murni 36.000 84.000
2. AudiometriTes0liserol 36.000 84.000

Audometr!'3, AudiomdriTutur 34.000 79.000
4. Audiometri Tutur Dalan Bisi 58.000 137.000

36.000 84.0005. Eusuchial Tube Fucton Test

36.000 8,+.0006. Oto-Acoustic Emission (0AD)

Jrrr PchyraraJasa Satrna

JenisPelayanan /TindaaeaIlo

43.00022.O00Pelayarun Poli Spsialis Pa$I

TTRIF DIIAI{ RUPIIH

Jasa PelayrnuJesa SarsneTindatanBAHP
10s.000

240.000

157.500

157.500

150.000

150.000

145.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

1s.000

15.000

25.000

13s.000

67.500

67.500

55.000

55.000

60.000

5.000

30.000

15.000

15.000

20.000

20.000

10.000

OrchiclomeEy

GH Test/ chordia test

Injeksi testosteron

lnjeksi TapM

Growth plot

Pukary test

DM rype I / [/ Gizi

31.

I

to I Jcaie Pelayura

I
Jumlah

I

L
I



I

Jc[iaPeLyen a/Tlnderr.
Jeea Susaa Jsra petryua!

2 22.000 43.000
3

1

Va}'sinSuntit IiB ba0 tl
Pit Koldom 18.000

12.000

12.OOO

8.000PenlthtIUD tanpa

5 40.000 60.000&but IUD

6 60.000 90.000

leryuloitIoplaa

(ontol IUD

8

12.000

50.000
18.000

75.000PenldtCabut InpJaa

I 60.000 90.000 i50.000dengan ftn
10. 60.000 90.000

11. Toucer

&but Inp"lan deryan Penr ulit
105.000

s0.00050.000

70.000 ;

Speculun
50.000 50.00013. Senils
40.00014. Peneriksaal Smear

12s.000
bilan Sanpel

10.000 16.000l6 Sarpl
65.000

17.
150.000

i8. I'auter Albotil

Miho Ii 100.000

20.000 30.000
kuter Podofe Line 20.000 30.000

20 Vagna Toilet 50.000 s0.000
2t.

Histerocopy
60.00040.000

40.000 60.000
23 Penasangaa hsarium 100.000
21 I,f Pesarium 30.000 50.000
25 Eksterpasi folip atpa Narkose 60.000 90.000

kneriksaan Fisil ohteftt (Patet)\ 10.000 15.000

Pemenlsaan USO 2D PriDt 40.000 60.000
28 Peroeriksaan USG 2D tuint 40.000 60.000 100.000

70.000 r05.000 175.000Pemeriksaan USG 3D Pd!t

100.00030 Peneriksaatr USG 3D tarpa Pnnt

180.000120.000Peneriksaa:r USG 4D Prirt

15.00010.000Peneriksaal USG 4D dengan Prht
25.00015.00010.000ImunisasiJJ

3s.00014.000 21,000Plano tcst tts
10.000 20.000Pemeriksaao35

8.000

20.000

12.000
Tam

I4as Tan Vagma

Vaglna

37
25.00020.000Penganbilan bahal laboratoriun (darah, uri!, secret vagha, secret

50.00050.000Tindik Tehnp
50.00050.000krawaan Lula krineurn dengrn infehi
50.00050.000Can[ Verban,+1

10.000 I

42. Jalit rl

7. Poll I(ebldanan

TARIF DAI.AI NUPIAII (Rp.)

JuElsh

65.000
30.000

20.000
100.000

150.000

30.000

125.000

r50.0oo i

175.000

100.000

100.000

100.000

125.000

26.O00

65.000

250.000

50.000

50.000

100.000

100.000

80.000

150.000
25.000

i00.000

205.000

300.000

2s.000

30.000

30.000

20.000

45.000

100.000

100.000

25.000

l

22.

I

r00.000

105.000

10.000

100.000

IIo

7.

12. I

60.000

ls. j

19.

40.000 60.000

26.

27.

29.

J1.

34.

36.

38.

39.

40.

15.000



JeoisPelayenaa/ Tiada-kan
Jasr Seraaa Jqsa PetrlyuaL

1 I Punch
,2

Ehisi Clavus 22.000
3 Elektrocautcrisasi CoqdiloEa Acumimta <c 33.000 22.000
4 (eloid < 3 cm 33.000 22.000
5 Ehisi kloid (Lesi < 5 crol 33.000 22.000
6 L Elektrocauterisasi {Lesi < 5cn} 33.000 22.000
7 Eksisi/ Eleltrocauterisasi Veruca Vulgaris {ksi < ftm) 33,000 22.400 55.000
8 Ehisi/Elektrocautrrisasi Skia Tag ll*si < Scn)

I

33.000 22.000
ELstmlsi tiuku 33.000 22.O00

10 hbridement Luh 33.000 22.O00
11 Incisi Furunkel Icsi < 5

33.000
33.000 22.000
33.000 22.O00

33.000 22.O00

33.000 22.000
78.000 52.000

t2 Kaustik

Llrocauter kratosis Se ! scm) _

Eksisi/ EleLtrocauterisasi Moluscum &trtalgiosuE Ursi li cr!)

Sub Cutan

Ideksi Pustul Acoe {hsi < 5cm)

Eksisi 5-10 cE)

i3
l4
15

16
17

18
19 Eksisi/Elelrrocauterigasi Condiloqa Acuninata firsi 5-10 cn] 78.000 52.000
20 Ebisi (eloid (ksi 5.10 cn)
21 Ebisy'Eleltrocauterisasi S\ringona {i.esi 5- lOcml 78.000 52.000
22 Ehisy'Elelhocauterisasi Veruca Vulgaris (ksi 5- 10cn) 78.000 52.000
23 Eksisi/Elektrocauterisasi Skin Tag (l,esi 5-10cn) 78.000 52.000
24 hcrsi Furunhl (lrsi 5-10 cn) 78.000 52.000
25 Eksisi/Elellrocauter (eratosis Sboroika (ksi 5- 10cm) 78.000 52.000
26 Eksisi/Elektrocauterisasi Moluscum Contangiosun (lrsi 5-10 crtrl 78.000 52.000
27 Injeksi Pustul Acne (Irsi 5-1ocm) 78.000 52.000
28 Incisi Ahces 78.000 52.000
29 lniehi atau Tattoiniag dari Lula atau Cacat 78.000 s2.000
30 Perkutan Aspirasi l{eleniar Baniolini 78.000 52.000
31 EksisiClavus {lesi > I0 cn) 180.000 120.000

Ebisi/Elektrocauterisasi Condiona Acumimta Ursi > 10 cm) 180.000 120.000
Eksisi lieloiC [.esi > l0 cn)

3.+ Ebisi/ Eleltrocauterisasi $riagona (Lesi > 10cn) 180.000 120.000
35 Ebisi/Eleltrocauttnsasi Vauca Vulgaris frsi >10cn)

.ro Eksisi/EleLtrocauterisasi Skh Tag (Lesi > 10cro) 180.000 120.000
37 Iocisi Furuokel (lesi >10 cn) 180.000 120.000
38 Ehisi/Elektrocauter (eratosis &boroila {l,esi > l0cml 180.000 120.000
39 Ebisi Elek[ocauterisasi Moluscum Contangiosum (hsi >10 cm] 180.000 120.000
40 latehi Pustul Acoe {Iesi >10cn} 180.000 120.000
41 Drbridenent Ulcus Penis, lJlcus DM, Ulcw MH 180.000 120.000
42 Iniehi atau Tattoiring dad Lula atau Cacat 180.000 120.000 300.000
.+3 Perkutan Aspirasi Keleniar Bartlolini 180.000 120.000
44 Eksisi Neuro Fibforoa 180.000

I 120.000
45 Eksisi Nevus 180.000 120.000 300.000
46 Dhisi Ksta A&rona 180.000 120.000
47 Dermabrasi 180.000 120.000

8. Poli Kullt dan Kelamln
TARIF DALAU RUPIAH

Jumlah
5s.000
55.000
ss.000
5s.000

55.000

55.000
ss.000
55.000
ss.000

5s.000
55.000

s5.000
130.000
130.000

130.000

130.000
130.000
130.000

130.000

130.000

130.000
130.000

130.000 j

130.000

300.000
300.000

300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

I{o l

33.000 ) 22.OOO

33.000 22.OO0

Watepn@ST"{ i&st Panas Ditrgi!)

33.000

55.000

33.000 22.000 I ss.ooo
I ss.ooo22.000

5s.000

180.000 120.000



48 Eksisi Ksta Bartholim 180.000 120.000
49 Eksisi Absces Bartholiai 180.000 120.000
50 Ebisi/ Etekrocauterisasi Giant Condiloma Acuninah 990.000 660.000
51 TCI pada Giart Cordilona Acunimh 990.000 660.000
52

53
TCA pada Sinngoma {Lesi > r0)

Manullasi Ksta Banholni

990.000 660.000

990.000 660.000

Ebisi Clavus (ksi > 50) 990.000 660.000
ll) Iaser Nd yag (Lesi 5-10 cn) 420.000 280.000

56 Iaser IPL (hsi 5-10 cn)

Iaser C02 (Lesl 10-15 cn)

420.000 280.000
420.000 280.00057

58 Laser ND yag (hsi 5- 10 cm) 690.000 460.000

59 Laser IPL {lrsi 5-10 clol 690.000 460.000

60 laser C02 {I.€si 10-15 cnl 6S0.000 i 460.000 I .I 50.000

300.000

300.000

i.650.000
1.650.000

1.650.000

1.6s0.000

1.650,000

700.000 j

9. Tartf Tindakan ffedik Umum dan Dots (Polt IMS|

10. Tartf Ttndokon edik Bedah {poli bedahf

TARIF DALAX RUPIAH (Rp.)

TARIF DALAM RUPIAH

700.000

Too.ooo

?!.000
4s.000

l. 150.000

1.150.000

Jumlah
35.000
3s.000
27 .O00

17.000

17.000
27 .O00

45.000 I

45.000

60.000
35.000
75.000
25.000
25.000

45.000
45.000
45.000
45.000
45.000

135.000

45.000

JealsPelayanan/ TiadaAao

otrat

No

Jr6a Sarana Jasao

20.0001s.0001 Jahitan < 5 cm

20.00015.000,2

17.00010.0003 Cross Incisi
10.000+ ](eioid

10.000 7,0005 l(ateter
10.000 17.0006 Elasti} Verbsn

20.000 25.0007 Latebr
30.00015.0008 Perawatal Luka (ecil

24.00036.0009 Recta.l Tucer

15.000 20.000Sistotolxi10

1l

22.50022.SQO

22.500

30.000
12.500
12.500

45.000
12.500

12.500
i2.500

22.500
22.500

12.500

krawatan Lula Balar < 3 %

Perawafan Luka (ecil < 5 cu

InsisiAhes<3cn

t Jahitao 5'10 cm

Perawatar I'olostomi

Rausel Verbaa

17.

14

16

15

22.50022.500Perawatan Luka18.
22.50022.5005-20 coPerawatan Lukal9
22.50022.50020

.15.00020.00025.000Anus Uretra21.
54.00081.000InsisiAhes>3cn22.

45.00020.00025.000Necrotom
20.00025.000Perawatan Lula Bakar < 3 - 9 %24

4s.00020.000
Perawatar Luka Luas > 20 cm25

s4 I

I

__l u.* s_"_ .]J.: 11r."." | ,"An_
I 30.000 50.000 J 80.000

I JeaisPelayaaaa / Tiadataa

13. I Jahibtr lxka < 3 hhihtr

12.

22.500

25.000

Clvsma/ Glvctrin Sruit

7.000

I



26 Peraratan Luta o!€rasi ksar 2s.ooo I zo.ooo
27 Tindit TeLnga 25.000 i 20.000
28. ELstalsi l(uku 108.000 72.000
29 Perawatal Lula Balar > l8 % 52.000 48.000

30

31

Pemwata! Luka Balar 9 - 18 %

Repsisi Hemia dar Fiksasi

48.000

s2.000

32. Repsrsi Malual Henoroid

33 Repsisi Prolapsus Recti 52.000 r 45.000

34. Urethrotoni Drsta.l/Meatotllr 52.000 : 52.000

45.000

45.000

180.000

100.000

100.000

97.000

97.000

10.+.000

1 1. Poll Interna

Instalasi Rawat Jalal Umum

l. Rujukan

2. Tanpa Rujukan

3. Kuniungan Baru

4. [unjungan ljlang

5. Rujulan Antar Poliklinik

12 . Tarlf Pelayanan Poli Geriatrl & Polt EKG

13. Tarif Poll Paru

TrRIr DAIAT RUPLIII [Rp.]

Jumlah

20.000
20.000
20.000
10.000

5.000

20.000
45.000
4s.000
25.000
20.000

TAffi D&lu RUPIAII (Rp.|

Jufllah

50.000

80.000

Jasa Seralr Jasa Pelayeaau
lio .Ieds

Pelayanr

45.500
45.500
45.500
45.500

45.500
25.000
25.000
20.000
10.000

Konsultasi Khusus

l. Rujuka-n

2, Tanpa RUiukan

3. Kunjungal Baru

4. Kujungan Ulang

5. Rujukan Antar PoliHinik

25.000
2s.000
15.000

1s.000

B

Jrsa PehyaarnJasa Sarana
I{o. Jenis

50.000

5.000

30.000

L

2

Poli Geriatri

Poli EIiG

TARIF DIIAI RUPI,IH

Jua Pelayanan

4.170.700

5.004.900
5.839.000

695i166
8.341.500
9.731.666

PIMDUGII DIT IIIBIGI PE$TXASAI RII(uX

Kelas lll
klas ll
I(elas I

Ito. Jasa &rauJcds
Pelayanan

2.780.466
3.336.600
3.892.66

w")

8.304.666

9.965.666
.\626666

4.982.800

5.979.400
6.976.000

PBRAD]UO]II DTT UTEKI PERT$ASAT SEDAXG

Kelas III

Kelas II
IGlas I

3.321,866

3.986.266
4.650.666

2.

li.03s 3336.621.2N
PBRIDAXON DN ITTII{SI PERXAPASTT

4.414.133
3.

Iftlas lll

52.000

45.000 97.000
52.000 45.000

45.500
70.500
70.500
65.500
55.500

45.000I

Jumhh



Iielas II
i(elas I

5 000
6.179.8004. SIIIE pXH'IonA I mtoop c c0u0[ nrclr

klas III
lielas II
(elas I

23i6133
2.780.066
3.243.400

7
9

945.500
269.700

3475,100
4.170.100

4.865.100

13.242.5N
:5.449,500

5.791,833
6.950.166
8.108.500

SIIHT PXUJIO|IA I IIOOPIIG Cd,OH s8DITG
(elas III
(eias II
lielas I

3.255.600
3.%6.733
4.557.800

5.

4.883.400
5.860.100
6.836.700

8.139,000
9.766,833
1394,500

$IPB PIU'IUU O MOOPI|G CO'GE IIRII
Iielas III
I(elas II
(elas I

5.388.400
6.466.066
7.!43.733

6

8.082.600
9.699.100
i,.3i5.600

13.471.000
16.165.i66

18.859.3337. PEIIYAKT PARU OESIRUI(TItr NRO|IS RIIGAX

Iftlas III
Iielas II
Iielas I

1.598.933
1.918,733
2.238.533

2.398.400
2.878.100
3,s57.800

3.997.333
4.7%.833
s,s%,333

P8IYII|IT PATII OETMfiIIF I(R Is SEDI'G
Kelas IU

Kelas II
Keias I

2.054.466
2.465.333
2.876.200

E.

3.081.700
3.698.000
4.314.300

5.136.165

6.163.333
7.190.500

PETYAIIII PATi' OISTRIII(TIT IRO|IS IBRII
Kelas III
Kelas I
Kelas I

2.272.200
2.726.66
3.181.133

9.
3.408.300
4.090.000
4.77t.700

5.680.000
6.816.666
7.952.833

TI'TOR PTSI' RITGAtr

tielas III
Kelas II
Kelas I

1.667.600
2.00r.133
2.334.666

10.

2.504.q0
3.001.700
3.502.000

4.169.000
5.002.833
5.836.666

lielas Ill
Iielas II
Kelas I

3.U5.200
3.990.200
4.655.266

11, ruTOR PTRU SEDAiG

4.987.800
s.98s.300
6.982.900

8.3i3 000
9.975.500
ii638.166

5.665,100
6.798.100
7,931.200

t2 TUTOR PAM BERAT

(elas III
I(elas II
Kelas I

3.776.733
4.s32.066
5.287.466

9.441.833
1i.330.i66

13.218.666

1.032,533
1.239.066
1.445.600

1.548.800
1,858.600
2,r68.400

2.581.333
3.097.fffi
3.614,000

C&,&AIUDA,DATDUGI0SIS SISTBT PrRmrASlr rArI-UrrlRlr(u4
trehs ru
lielas II
(elas I

13.

5.224.000
6.268.833
7.313.666

2.089.600
2.507.533
2.925.466

3.i34.400
3.761.300
4.388.200

GUr,fllDl,DlrDlrctosts stsrBr PtRramsrl urr,uul{sEDArol
Kelas lll
Kelas II
klas I

14.

7.412.000
8.894.s00
10.376.833

4.447.200
5,336.700
6.226.100

GBItu,tarDl,DArDu( oStE slsttl PS masN uIi.UIIi{BERATI

L?las III
Kelas [l
Kelas I

2.964.800
3.557.800
4.150.733

15.

1.552.400
1.862.800
2.173300

2.587.3s3
3.104.666
3622.i6

ASTHIA t EROT I{I O,ITIS RIXG

Kelas III
Kelas II
Kelas I

1.034.933
1.241.866

1.448.866

16.

3.906.333
4,687.500
5.468.833

2,343.800
2.812.500
3.281.300

t7. AStHrl t 8R0n00u?ts SEDtxG

lielas lll
klas II
klas I

1.526.533
1.875.000
2.187.533

4.386.166
4.5::500

5.263.666

2.631.700
2.70f.q0
3,158.200

1.754.46
1.804.600
2.105.466

lt. ASTHTA O EROiKOLITIS BERAI

Kelas Ill
(elas II
(elas I

l

I

I

I

I



19. PET?TOT PIRU IITERSIIflII RITGAT

Kelas III
Iielas II
Kelas I

r.810.666
2i728co

2.534.933

2.716.000
3.529.N0
3.802.400

4.526.666
5.432.000
6.337.333

PEXYTIST PTRU IiIERSIITIAT SED$G
Kelas III
Iielas II
Kelas I

2.036.733
2.492.066
2.907.400

20.

3,i15.000

3.738.100
4.361.100

5,191.833

6.230.166
7.268.500

PEIYAIOT PTNU IIRSTINAI EERAT

lielas III

Kelas II

helas I

3.r38.200
3.765,866
4.393.466

2t,

4.707 .N0
5.648.800
6.s90.200

7.845,500
9.414.666

10.983.666
22. PIEURI! EMSI DTI PXEUIMMfl{ ruXUT

I(elas III
[elas II

1.813.333
2.t76.000

2.538.666Kelas I

2.720.N0
3.264.000
3.808.000

4.533.333
5.440,000
6.346.666

Pl,H'ru TN'SI DAT IISUIOTORTI( SEDAIO

I{elas III
lielas II

lielas I

c ool 't1,1

3.592.000
4. r90.666

4.490.000
5.388.000
6.286.000

7,483.333
8.980.000
1,0.476.66

24. PBUru EFUSI DAX PIIUTOTORIX BERAT

lielas III
Iielas Il

4.077.933
4.893.533
s.709.066(elas I

6.166,900
7.340.300
8.563.600

10.194.833
12.233.833
t4.272.666

PRGEDUR SISTEI P&RTATAS Id)IMT NOIPIEIB RIXGAN

Kelas [l
Kelas Il
(elas I

25.
1.829.666
2315.600

2.701.533

2.894.500
3.473.400
4.052.300

4.824.t66
5.789.000
6.7s3.833

PROSEDUR SISTII TERTAPASIX TODERTT XOIPLEBS SEDAIG
(elas lll
Keles II

I Kelas I

6.331.200
7.597.400
8.863.666

26.
9.496.800
it.396.lm

13.295.500

:5 828.000
18.993.500
22.159.t6

PROSEDUR SI&AI PERTTXTSIX IODEMT [OXP[EI$ IERfl
Iielas III
Nelas II

Iielas I

17.064.800
20.477.800
23.890.733

25.597.200
30.71,6.700
3s.836.100

42.662.0@
51.194.500

59.726.833
swAsrA28.

,s0000

.50000 250.000

1.000.000Puagsi Cauan Pleura

100.000

r00.000

r33.333

400.000

Poli Asura-osi

Pasang WSD

Visite

Poli Unum

1.666,666 2.500.000

200.000

600.000
4.166666

Spircmetri 100.000 i50 000 250.000

Spuometri (baca) 50.000 83.333

2.333.333 3.500.000 5.833.333FOB Diagnostik (hanya bilasatr + Brushi

2.tk6.666 4.000-000 6.666.666+ Brushibg + Forwp/biopsi)FOB

4.500.000 7.500.0003.000.000FOB

i.010.000SpitroEetd 260.000

690.000 i.8s0.000Toracoccltcris
3.200.000 4.620.000BrokhcLopi 1.420.000

493.000 612,000 1.105.000USo Totsh

255.000 556.000 811.000Ilebdisali

I

23.

I

250.000

+

2.s40.000

27.

750.000



14. Tarif pelayanan VCT / CST (Pasien IIfV / ArDsf

Catatan :

1. Konseling terbagi dari :

- Pre Test
- Post Test

2

15. Polt Flslotherapy

V. Tarlf Pelayanan UTDRS

CST, yaitu pasien berkunjung untuk mengambil obat dankepatuhan memantau

TATIT DAIIU RUPIAT (Rp.l
no.

Jeuis

Peleyauan Jasr Suaas Jrsa Pelayanat Jumla
hKonseling pre Test

(onseling Post Test

7s.000

75.000

75.000

7s.000

TATIT DAIAU RUPII.I lRp.lI{o

Jasa Suata Jua Pelayanao Jumleh
Rehabilitasi ledlk den f,eatal
1. Infra Red Lanp
2, Terapi latihan sederhana

3, Short Wave Diathermy
4. Tens

5. Stimulasi elektrik

6. Ultra Sound

7. Traksi

8. Terapi latihan pada tumbuh kembang anak

9. Terapi latihan berat

10.000
r0.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
15.000

15.000

15.000
25.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
35.000
35.000

2s.000
35.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
s0.000
50.000

I{o Jeair Pelayana
IIIItr Dlllt RUfl,U Bp,l

Jasa Suana Jasa Peleyaleu Jumlah
I Pemeriksaan Golda Kartu 2s.000 2s.000
) Pemeriksaan Golda Calon Donor 12.500 12.500

3 Pemeriksaan HB Calon Donor 15.000 30.000
4 Pemenksaan IMLTD

1, HIV 40.000 40.000 80.000
2. HbsAg 40.000 40.000 80.000

3. HVC 40.000 40.000 80.000

4. SifiIis ,+0.000 40.000 80.000

5 Croosmed.M.Tabung 40.000 40.000 80.000

Croosmed Gel 80.000 80.000

6 Pelayanan Penunjang Pelayanan Darah (Tranfusi)

Kelas ill 180.000 180.000 360.000

Kelas Il 200.000 200.000 400.000

LI

,l

I

Jeuis Tiudatau

I

I

I

I

s0.000

160.000

25.000
15.000



(elas I

225.000 225,000
V]P

450.000250.000 250.000
WIP/Pauiliun

s00.000550.000 550.000
l 100 000VJ. Tartfpeh yanan Kamar Operasl

Keterangan :

Operasi Kecil/ rlngan :

1.) Atheroma
2.1 Lipoma
3.) Kista
4.\ Scar/i
5.) Insisi ABCES
6.) Popiloma
7.\ Extraksi kuku

YA
RUA]Y

BIA TIIYDAI(AI{
I(ELAS GAIT (RpTt!dataa

.Ienis
III I VIP lryIPt

Jasa Sarana
dr. Operator
dr. Anestesi
?im Anastesi
Tim Bedah

I(EC&

200.000
300.000

100.000 225.OOO

450.000
675.000

325.000

650.000
975.000

800.ooo
1.200.ooo

400.o00.Iumlah

1.0s0.000
1.57s.000

525.00060() .ooo 1.350.ooo 1.950.ooo 2 ,.tOO .ooo 3.1s0.ooo2 SEDAITG

Jasa Sarana
dr. Operator
dr. Anestesi
Tim Anastesi
Tim Bedah

830.000
830.000
249.OOO
249.OOO
332.OOO

1.245.000
1.245.000

373.500
373.500
498.000

1.785.000
1.785.OOO

s3s.500
s35.500
7t4.ooo

2.200.000
2.200.ooo

660.000
660.000
880.000Jumlah 2.490.ooo 3.735.OOo 4.7g2.OOO 5.3ss.ooo 6.60().ooo3

Jasa Sarana
dr. Operator
dr. Anestesi
Tim Anastesi
Tim Bedah

BESAR

I.577.OOO
1.577.500

473.250
473.250
63r.000

2.262.OOO
2.262.OOO

678.750
678.7sO
905.000

2.615.000
2.61s.OO0

784.500
784.500

r.046.000

3.06s.000
3.06s.000

919.500
919.500

1.226.OOO
Jumlah 4.732.AOO 5.730.OOO 6.787.@O 7.845.OOO 9.19s.OOO

4 KIIUSUS

Jasa Sarana
dr. Operator
dr. Anestesi
Tim Anastesi
Tim Bedah

2.427.OOO
2.427.500

728.'.250
728.250
971.000

3.155.000
3.15s.O00

946.500
946.500

t.262.000

3.612.000
3.612.s00
1.083.750
1.083.750
1.445.000

4.443.OOO
4.443.OOO
1.332.900
1.332.900
t.777.200

9.zt65.OOO 10.837.OOO 13.329.OOOJumlah 5.850.OOO 7.2a2.OOO

4.150.O00
4.1sO.OOO
1.245.000
1.245.000
1.660.000

5.225.000
5.225.000
1.567.500
1.567.500
2.090.000

3.915.000
3.915.000
1.174.500
1. 174.500
1.566.OO0

3.375.000
3.375.000
1.012.500
1.012.500
1.350.000

3.O37.000
3.037.s00

911.250
911.250

1.215.000

CANG'C}IH

Jasa Sarana
dr. Operator
dr. Anestesi
Tim Anastesi
Tim Bedah

5

15.575.OOO11.745.OOO 12.4sO.OOO10.125.OOO9.112.OOOJumlah
Resusitasi

rf" 
/

1.910.000
1.910.000

573.000
573.000
764.OOO

l.s77.0oo 
J

1.s77.soo 
I

473.2so 
I

473.2so I

631.000 l

1.950.O00
1.950.000

585.OOO
585.000
780.000

I

II



: I Debridemen rinsan,., . DluumsisimanuaI
r u.J pasang 

GvDs
Spalak

ii 
] .T:'J,X.;"""01: fl,:;, 

*
narkose)

13.) Skintraksi
14.) Clavus

I5.) (uretase

16.) Jahit ulang luka
17.) Fungsi buli-buli peritoneum,
kista
18.) Phimosis
19.) Test Anel
20.) Epilasi bulu mata
21 .) Sondage canalikuli
lakrimal
22.) Spooling bola mata
23.) Incici hordeolum / kalazton
24.) Ekstraksi korpus alienum kornea / konjungtiva

Operasl Sedang :

1.) Fibro adenoma marnma
2.1 Fistulekstomi badan (Superfisial)
3.) Tumor dengan diameter Ll> 5 - 7

cm

4.1 Amputasi ruas jari
5.) Exsisi luka balar yang luas

(narkose)
6.) Rekonstruksi kelainan nongenital
7.1 Tendoplastiminimal

8.) Ganglion
9.) Limfodenektomi super fisial
10.) Sircumsisi dengan Narkose

1 1.) Injeksi konjungtiva /
intraviteral
1 2.) Ekterpasi granuloma
13.) Jahit luka palpebra
14.) Jahit laserasi
konjungtiva
15.) Eksisi xantelasma
16.) Lithiasis
17.) Eksisi pterigium +

graft
18.) ECCE / ICCE tanpa
IOL



19.) Laring faring

ftrllnssantian Nasosastric 
Trr be

l;li?i.1:,11,* *.",,
_c;^ 

eglSanStatan 
Kan u Iuacrneostomi

I 3::,,P* ]".erasi Faring
e. Hecting laserasi lidah
f. Hecting laserasi palatum
g. Penggaatian Kanul
tracheostomy
h. ekstraxi benda asing faring
l. ekstraxi benda asing mulut
j. Insisi Palatum
k. Insisi Uvula
l. Eksisi Tag tonsil
m.Eksisi Uvula
n. Extraxi benda asing Tonsil

a. Pengangkatan tampon hidung
b. Ekstraxi benda asing hidung
c. Penggantian Tampon Hidung
d. Insisi Abses hidung/Septum
e. Kontrol epistaksis dengan Tampon
Anterior
f. Kontrol epistaksis dengan kauterisasi
dan Tampon
g. Biopsi Lesi jinak Sinonasal dengan
Endoscopy
h. Irigasi sinus dari ostium alamiah
i. Kontrol epistaksis dengan Tampos
Posterior
j. Irigasi Sinus
k. Eksisi ksi Hidung
L Penutupan Fistel Hidung

22.) Broonkoesofagologi
a. Esofageal Mamometri

20.) Otologi
a. Tindik Telinga
b. Ekstraxi benda asing telinga
c. Hecting l,aserasi telinga luar
d. Biopsi liang telinga
e. Ekstraxi Fistel/Abses Preaurikular
f. Insisi & Drainase Abses
Retroaurikular/ Mastoid
g. Insisi Drainase liang telinga
h. Eksisi lesi liang telinga
i. Insisi dan Kompresi
pseudokista/ Hematoma aurikula
j. Kurtase jaringan granulasi CAE

21.) Rinologi



23.) Onkologi bedah kepala
leher
a. Biopsi Neoplasma Bibir
b. Biopsi Neoplasma Cavum Nasi
c. Biopsi Neoplasma Lidah
d. Biopsi Neoplasma Rongga Mulut
e. Biopsi Neoplasma Nasofaring
f. Biopsi Neoplasma Palatum
Durum
g. Biopsi Neoplasma Uvula dan
Palatum Mole
h. Biopsi Tonsil dan Adenoid
i. Biopsi kelenjar Liur
j. Biopsi Neoplasma Basis Lidah

24.) Maxilofacial - plastik rekonstruksi

a. Hecting l,aserasi
Bibir
b. Hecting Laserasi
Muiut
c. Hecting Laserasi
Hidung
d. Buka arch Bar

e. Pemasangan arch Bar
f. Pengangkatan alat fixasi
Mandibula
g. Pengangkatan alat terapeutik di
kepala leher
h. Revisi arch Bar

Operasi Besar / berat :

1.) Tumor Mama > 7 cm
2.) Hemiotomy
3.) Appendectomy
4.) Tendo plasti kompleks
5.) Laparotomy
6.) Vesiko lithotomy
7.) Colostomy
8.) Hydro celektomy
9.) Varicocelektomy
10.) Operasi WSD
11.) Debridemen, reposisi, pasang Gyps
spalk
12.) Osteotomy ( Thmor Tulang)
13.) Haemoroidektomi
14.) Haemangioma simple

15.) Fistel perineum /
tumor
16.) Insisi / exsisi tumor-tumor
ganas
17.) Skelel<ta1 traksi



18.) Koreksi komportemen
syadrome
19.) Kelainan-kelainan sinus
20.) Limfodenektomy
profunda
21.) Cystostomy supra
public
22.) Multiple vulnus scisum
23.) ECCE + IOL
24.) SISC (small incision cataract
surgery)
25.) Pemesangan IOL sekunder
26.) Jahit laserasi kornea /
sclera
27 .l Jahit laserasi multiple
palpebra
28.) Eksisi tumor konjungtiva /
palpebra
29.) Parasintesis hifema / hipopion
3O.) Iridektomi
3l .) Laring Faring

a. Freknektomi ungula
b. Insisi Drainase Kelenjar liur
c. Kontrol pendarahan pasca tonsiloktomi &
adenoldektomi
d. Adenoidektomi
e. Penutupan Fistel mulut
f. Laringoscopy Direct
g. Sleep endoscopy
h. Eksisi ksi di faring
i. Eksisi lesi di tonsil & adenoid
j. Marsuplalisasi Kista Kelenjar Liur
k. Tonsiloktomi
l. Trakheostomi permanen

m. Tonsiloktomi dengan
adenoidektomi

32.) Otologi
a. Pelepasan
Gromet
b. Miringotomi
c. Pemasangan
Gromet
d. Injeksi telinga
dalam

33.) Rinologi
a. Iconkatomi
b. Polipektomi Nasal
c. Reduksi Konka dengan
kauter/RDF
e. Reduksi Faktur Nasal

tertutuP



34. ) Broonkoesofagologi
a. Trakeoskopi melalui stoma

trachea
35.) Onkologi bedah kepala leher

a. Rhinotomi lateral
b. Biopsi Neoplasma Cavum Nasi
c. Hecting laserasi Kelenjar Liur
d. Biopsi Neoplasma Sinonasal app
Bucogingival
e. Biopsi Neoplasma Sinonasal dengan
endoscopy
f. Proning Saluran Liur
g. Biopsi Eksisi Rongga Mulut
h. Biopsi lesi Neoplasma Palatum
Durum
i. Pendekatan Sub Labial
j. Biopsi Kelenjar Paratirold
k. Hecting Kelenjar Tiroid

36.) Maxilofacial - plastik rekonstruksi
a. Hecting luka kepala dan leher
b. Frenektomi labial

Operasi Khusus :

l.) Pemasangan implan / Alat
imobilisasi
2.) Trepanasi (Craniotomy)
3.) Operasi PA
4.) Reseksi usus / sambung
5.) Batu saluran empedu
(kholesistektomi)

6.) Radical mastectomy
7.) Mandibulektomy
8.) Nefrektomy
9.) Splenektomy
10.) Hipospadia
11.) Protatektomy
12.) Thoracotomy
13.) Amputasi / rekonstraksi
penis

14.) Strumektomy
15.) Rekonstruksi trauma
vascular
16.) Ikoreksi CTEV
17.) Amputasi kaki / tangan (persendian yang
besar)
18.) Rekonstruksi palate plasty
19.) Rekonstruksi labio plosty
20.) Rekonstruksi anoplosty (Atresia Ani)



21 .) TUmor-tumor intra pecitoneum (intra
abdomen)

22.) Poroidektomy
23.) Meningo celektomy
24.) Relese symblepharon
25.) Rekontrusi soket
dangkal
26.) Rekontrusi palpebra
berat
27.) Laser argon
28.) Koreksi ektropion / entropion
29.) Rekanalisasi rupture /
transkanal
30.) Sklerotomo anterior /
posterior
31.) Cyclodialisa
32.) Ekstraksi linear
33.) Goniotomi
34.) Keratoplasi lamellar
35.) Strabismus
36.) Trabekuloktomi
37.) Tumor ganas / adnedxa luas dengan
rekontruksi
38.) Eviserasi
39.) Enukleasi
40.) Eksenterasi
41.) Phacoemulsifikasi
42.) Laring Faring

a. Tracheostome temporer
b. Insisi Drainase abses wajah/ Mandibula
langina ludovis
c. eksisi Tonsil Lingual
d. Ekstraksi benda laring
e. Revisi tracheostomy
f. Eksisi lesi laring (Papiloma Nodul)
g. Insisi Drainase Abses Tonsil/Peritonsil
h. Penutupan Fistel Faring
i. Pemasangan T.Tube
j. Eksplorasi Abses multipel

43.) Otologi

a. Mastoidektomi sederhana
b. Biopsi telinga tengah dan
dalam
c. Eksisi lesi telinga tengah
d. Eksisi Neoplasma telinga
e. Timpanoplasti Tipe
(Miringoplasti)



44.) Rinologi
a. Antrotomi Intranasal (Fess)
b. Penutupan Fistel

Sinus
45.) Broonkoesofagologi

a. Intubasi dengan broncoskopi
Fleksibel
b. Esofagoskopi
c. Cuci trachea dan Bronchus
d. Injeksi obat teurapetik ke
trakea
e. Ekstraks bend asing
esophagus
f. Insisi web esophagus

VII. Laboratorium
Tarif jasa pemeriksaan penunjang Diagnostik pemeriksaan laboratorium dan
bahan alat habis palai (BAHP)

Hematologi

![o Jeais Pemeriksaan Uralan
Kelas Jasa Saraaa

(np.l

.Iasa
Pelayaoan

lRp.l

JuDlah

lnp.)
Darah Lengkap Canggih
Otomatis

III
II
I
VIP
VVIP

28.000
32.000
36.OOO
50.o00
55.O00

42.OOO
48_OOO
54.000
s0.000
s5.000

70.000
80.000
90.000
100.000
r0.000

2 Darah kngkap Otomatis II
II
I

I

VIP
WIP

22.OOO
26.000
30.000
45. OOO

50.000

33.000
39.000
45.000
4s.ooo
50.ooo

55.000
65.000
75.000
90.000
100.000

.) Hb III
II
I
VIP
WIP

6.000
8.000
10.000
15.000
20.000

9.000
12.OO0
15.OO0
1s.000
20.o00

15.000
20.000
25.000
30.000
40.000

4 A1 III
II
I
VIP
WIP

6.000
8.000
10.000
15.000
20.000

9.000
12.O00
1s.oo0
15.OOO
20.oo0

15.000
20.000
25.000
30.000
40.000

5 DiffManual III
II
I
VIP
WIP

16.000
20.000
24.OOO
45.000
50.000

24.OOO
30.o00
36.OO0
45.000
s0.000

40.000
s0.000
60.000
90.o00
100.000

6 Angka Trombosit III
II
I
VIP
VVIP

6.000
8.000
10.o00
15.O00
20.ooo

9.000
12.000
1s.000
1s.000
20.000

15.000
20.000
25.000
30.000
40.000

KED/LED III
I
I
VIP
VVIP

12.OOO
16.000
20.000
30.000
3s. ooo

18.000
24.OOO
30.oo0
30.ooo
35.000

30.000
40.000
s0.000
60.000
70.000

i

I

I

I

7



8 Malaria

P

II
II

4.000
6.O00
8.000
15.000
20.o00

6.OOO
9.000
12.000
15.000
20.000

10.000
1s.000
20.000
30.000
40.000

9 Angka Parasit Malaria

P
P

6.000
8.000
10.000
17.500
22.500

9.000
12.OOO
1s.000
17.500
22.500

15.000
20.000
2s.000
35.000
45.000

10 Filaria I

P
P

12.000
16.OOO
20.o00
3s.000
40.000

18.O00
24.OOO
s0.000
35.000
40.000

30.000
40.000
s0.000
70.000
80.000

11 Morbus Hansen II
I

P

12.000
16.000
20.o00
35.O00
40.000

18.O00
24.OOO
30.000
35.000
40.ooo

30.000
40.000
50.ooo
70.000
80.ooo

1'2 Protrombin Time Pt II
I

P

28.OOO
30.000
35.O00
45.O00
50.o00

32.000
40.000
45.000
45.000
50.000

13 Didimer

P

II 65.O00
70.o00
75.O00
87.500
100.000

75.000
80.000
85.000
87.500
100.o00

140.OOO
150.O00
160.000
175.000
200.000

14 Bleeding Time API*I/
INR

P

II
II 32.000

40.000
45.000
45.000
50.000

60.ooo
70.000
80.000
90.000
r00.000

15 Fibrinogen II
I

P
P

28.OO0
30.000
35.O00
45.000
50.000

32.000
40.000
45.000
45.000
50.000

60.000
70.000
80.000
90.000
100.000

9.000
12.OOO
15.000
15.000
17.500

15.000
20.000
25.000
30.000
35.000

16 Gambaran Darah Tepi

P

II
II

6_OOO

8.O00
10.000
15.O00
17.500

60.000
70.000
80.000
90.000
100.000

Pemeriksaan Urin / Faeces

No Jenis Pemeriksaan Uraian
Kelas

Jasa
Sarana

Jasa
Pelayanan

Jumtrah
(Rp.)

1 Urin Rutin III
II
I
VIP
WIP

14.000
18.000
22.OOO
37.500
4s.oo0

21.000
27.OOO
33.000
37.500
4s. ooo

35.000
45.000
s5.o00
75.000
90.000

2 Faeces Rutin III
II
I
VIP
WIP

21.000
27 .OOO

33.O00
37.500
45.000

35.000
45.000
ss.000
75.O00
90.000

28.O00
30.o00
35.O00
45.O00
50.o00

I

I

I

14.OO0
18.OO0
22.OOO
37.500
45.O00





Pemeriksaan Kimla Klinik
No Jenis Pemeriksaan Uraian

Kelas Jasa
Sarana Pela anan

Jasa Jumlah
1 Darah SewaktuGlukosa II

I

12.O00
14.O00
16.OO0
22.500
25.OO0

18.OOO
21.000
24.OOO
22.500
25.000

30.000
3s.000
40.o00
45.000
50.ooo

2 sa Darah PuasaGluko
I

P

12.000
14.O00
16.000
22.500
25.O00

r8.000
2 r.000
24.OOO
22.500
2s.000

30.000
35.O00
40.000
45.O00
50.000

3 Glukosa Darah 2 .lam
I

r2.o00
14.000
16.000
22.50

25.O00

18.OOO
2 1.OO0
24.OOO
22.500
2s.000

30.000
3s.o00
40.000
45.000
s0.000

4 Ureum iI

P

12. OOO

14.000
16.000
22.500
25.O00

18.OOO
21.OO0
24.OOO
22.500
2s.000

30.000
35.O00
40.o00
45.000
50.000

5 KreaLinin

P
P

12.000
14.000
16.000
22.500
25.000

r8.000
21.000
24.OOO
22.500
25.OOO

30.000
35.000
40.000
45.OOO
50.000

6 Asam Urat

P

I
I

18.000
21.OOO
24.OOO
22.500
25.000

30.000
35.000
40.000
4s.o00
50.o00

7 SGOT II

P
I

12.000
14.000
16.000
22.500
25.000

18.O00
21.000
24.OOO
22.500
2s.000

30.o00
3s.000
40.o00
45.O00
50.o00

8 SGPI

P
I

II
I

12.000
14.000
16.000
22.500
25.OOO

18.000
21.000
24.OOO
22.500
2s.000

30.000
35.000
40.000
45.000
50.000

9 Protein Total

P

II
I
I

12.000
14.000
16.000
22.500
25.000

18.OO0
21.000
24.OOO
22.500
2s.000

30.o00
3s.000
40.o00
45.000
50.000

Albumin

P

12.OOO
14.000
16.000
22.500
25.OO0

18.000
21.O00
24.OOO
22.500
2s.000

30.000
35.000
40.000
45.000
50.000

10

I

18.O00
20.000
22.OOO
30.000
35.000

22.OOO
2s.000
28-OOO
30.oo0
3s.o00

ll Cholesterol

28.000
30.000
35.000
45.000
50.000

32.000
40.ooo
45.000
4s.000
50.000

60.ooo
70.000
80.000
90.000
100.oo0

OGTT

P
P

II

12.000
14.000
16.000
22.500
25.000

40.000
45.000
50.o00
60.000
70.000

I

I

I

I

I

I

L2

I



13 Trigliserida III
II
I
VIP
wIP

12.000
14.O00
16.000
22.5fJ0
25.000

18.000
21.OOO
24.OOO
22.500
25.000

t4 HBAIC III
T
I
VIP
VVIP

24.OOO
28.000
32.000
50.000
60.000

36.000
42.000
48.O00
50.ooo
60.ooo

60.000
70.000
80.000
100.ooo
120.OO0

15 Gamma GT III
II
I
VIP
WlP

20.000
22.OOO
24.OOO
35.000
40.000

30.o00
33.000
36.000
35.000
40.000

50.ooo
55.000
60.000
70.000
80.000

16 BilAubin Total III
II
I
V'IP
\,ryrP

20.000
22.OOO
24.OOO
3s.000
40.ooo

30.ooo
33.O00
36.000
3s.000
40.oo0

50.000
5s.000
60.000
70.000
80.000

T7 Bilirubin Direct III
II
I
WP
WIP

20.o00
22.OOO
24.OOO
35.O00
40.000

30.000
33.000
36.000
35.000
40.000

50.000
55.000
60.000
70.000
80.000

18 Bilirubin Indirect III
II
I
WP
WIP

20.000
22.OOO
24.OOO
35.O00
40_ooo

30.000
33.000
36.000
35.000
40.000

50.000
55.000
60.000
70.000
80.000

19 Alkali Phosphat II
II
I

I

VIP
WIP

20.000
22.OOO
24.OOO
35.O00
40.000

30.000
33.000
36.000
35.000
40.000

50.000
5s.000
60.000
70.000
80.000

20 HDL III
II
I
VIP
wIP

20.000
22.OOO
24.AOO
35.000
40.000

30.000
33.000
36.000
35.000
40.000

50.000
55.000
60.000
70.000
80.000

2t LDL III
II
I
VIP
WIP

20.000
22.OOO
24.OOO
35.000
40.000

50.000
s5.000
60.000
70.000
80.000

'22 CRP III
II
I
VIP
VVIP

24.OOO
28.OO0
30.ooo
40.000
4s.000

36.000
42.OOO
45.000
40.000
45.O00

60.000
70.000
7s.000
80.000
90.000

23 Elekrolit III
II
I
VIP
wIP

104.000
108.000
112.000
142.500
142.500

156.000
162.000
168.000
142.500
142.500

260.000
270.OOO
280.000
285.O00
285.OOO

24 CK.MB II
II
I
VIP
WIP

24.OOO
28.000
30.000
40.000
45.000

36.000
42.000
45.000
40.000
4s.ooo

30.000
35.000
40.000
4s.000
50.000

30.o00
33.OOO
36.OO0
3s.000
40.000

60.000
70.000
75.000
80.000
90.000

I

I



25 Troponin T ur
ir
I
VIP
WIP

44.OOO
48.000
52.000
75.000
80.000

66.000
72.OOO
78.000
75.000
80.ooo

110.000
120.000
130.000
1so.000
160.000

26 I III
II
I
WP
WIP

44.OOO
48.000
s2.000
75.000
80.000

66.000
72.OOO
78.O00
75.000
80.ooo

110.000
120.000
130.000
r50.ooo
160.O00

Pemeriksaan Serologi / Bakterlologl :

No Jenis Pemeriksaan Uraian
Kelas Jasa

Sarana
.Ja sa
Pelayalan

Jumlah
(Rp.)

ASTO III
T
I
VIP
WIP

40.000
44.OOO
48.000
6s.000
70.000

60.oo0
66.000
72.OOO
65.000
70.000

100.000
110_OOO
120.000
130.000
l40.ooo

2 RHEUMATOID FACTOR III
II
I
VIP
WIP

30.ooo
34.O00
38.000
55.O00
60.000

45.000
51.000
57.000
55.O00
60.000

75.000
8s.000
95.O00
I10.000
120.000

3 HbsAg III
II
I
VIP
VVIP

24.OOO
30.000
34.000
50.000
55.000

36.OOO
45.000
51.000
s0.000
ss.000

60.o00
75.000
8s.000
100.000
110.000

4 HbsAb/ Anti Hbs IT
II
I
VIP
WIP

24.OOO
30.000
34.O00
s0.oo0
55.O00

36.000
4s.000
51.000
50.000
55.000

60.000
75.000
85.000
100.000
110.OOO

HCV III
II
I
VIP
WIP

60.000
75.000
84. OOO

101.000
110.000

6 HAV III
II
I
VIP
WIP

24.AOO
30.o00
34.OOO
50.000
55.000

7 III
II
I
VIP
WIP

24.OOO
30.000
34.000
45.000
50.o00

36.000
45.O00
51.O00
45.000
50.ooo

60.000
75.000
85.000
go.ooo
r00.000

8 VDRL Titer III
I
I
VIP
VVIP

24.OOO
30.000
34.000
45.O00
s0.000

36.OOO
45.OOO
s 1.000
45.000
50.000

60.000
75.000
85.000
90.000
100.000

9 ?PIIA III
II
I
VIP
VVIP

24.OOO
30.000
34.000
4s.000
50.000

36.000
4s.ooo
51.000
45.000
50.000

60.000
75.000
8s.o00
90.000
100.000

I

II

I

1

II

I

60.000
75.000
85.000
100.000
110.000

I

5 24.OOO
30.000
34.000
50.ooo
5s.000

36.000
45.000
s0.000
54.000
55.000
36.000
45.000
51.OOO
s0.000
55.000

I

I

VDRL

I

I



10 DENGUE / IgG Igm III
II
I
VIP
WIP

r22.OOO
125.000
133.000
137.OOO
140.O00

i28.000
135.000
137.O00
137.000
140.000

250.000
260.000
270.OOO
274.OOO
280.000

l1 WIDAI III
II
I
VIP
WIP

68.OOO
75.O00
78.O00
82.500
8s.000

72.OOO
80.000
82.000
82.500
85.000

r40.000
155.000
160.000
165.000
170.000

12 MANTOUX TEST III
II
I
VIP
WIP

24.OOO
30.o00
34.O00
45.000
50.000

36.OOO
45.000
51.000
45.000
50.000

60.000
75. OOO

85.000
90.000
100.ooo

13 SPUTUM BTA III
II
I
VIP
VVIP

10.000
r2.000
15.000
20.ooo
25.000

20.000
23.000
25.000
30.000
35.000

30.000
35.000
40.000
50.000
60.000

l4 TCM III
II
I
VIP
WIP

120.000
t22.OOO
r23.000
140.000
145.000

130.000
133.000
137.OOO
140.O00
i45.000

250.000
255.000
260.000
280.000
290.O00

15 HIV III
II
I
VIP
VVIP

35.000
40.000
45.OO0
s5.000
60.o00

40.000
45.000
s0.000
55.000
60.000

75.000
85.000
95.000
110.O00
120.O00

16 Jamur III
II
I
VIP
WIP

20.000
22.OOO
25.000
35.000
40.000

30.000
33.OOO
35.000
35.000
40.000

50.000
s5.000
60.000
70.o00
80.000

t7 Analisa Sperma III
II
I
VIP
WIP

20.000
22.OOO
2s.o00
35.000
40.000

30.000
33.000
35.000
35.000
40.000

s0.000
5s.000
60.000
70.000
80.000

18 Pewarnaan Gram III
II
I
VIP
WIP

10.000
12.000
15.000
20.oo0
25.OO0

20.oo0
23.000
25.000
30.000
35.000

30.000
3s.000
40.000
50.000
60.000

19 Tes Keharn ilan III
II
I
VIP
WIP

10.ooo
12.000
15.000
20.oo0
25.O00

20.000
23.O00
2s.000
30.000
35.000

30.000
35.000
40.o00
50.000
60.000

VIII. Pelayanan Rekam Medik

Jelis
TAxlr DAlAt runA[ Bp.l

Jasa Sarma Jua pelayanan junlah

I Pasien Baru 12.000 8.000

Pasien Lama 10.000 8.000 18.000

18.000 i0.000 28,000
20.000 30.000

Konsultasi Fumasi I{inikal Farmasi

a. P10 s.000 5.000 10.000

b. Konselin 5.000 20.000 25.000

Konsultasi Poli Ahli 50.000 50.000

Konsultasi K3RS 25.000 2s.000 s0.000

Konsultasi Promotif dan Edukasi

Kesehatan pasien dan lingkungal 12.000 10.000 22.000
I

I

I

llo.

I

I

I

I

I

I

20.000

Rawat lnap

Pelayanan Poli Gtzi I i0.000

Pelayanan

I

I



TI"RII DITAT RI'ruXI{0. Jenis
Jasa Sarana Jasa pelayalaa Jumlah

1. n8r.t llrp
Kelas lll
Kelas II

Kelas I

VIP

15.000
20.000
2s.000
40.000

35.000
40.000
45.000
60.000

50.000
60.000
70.000
100.000

Tarif pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Inap Fisioterapy

IK. Tarlf Konsultasi Glzi Rawat Inap

N

0

Kelas
TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)

Jasa Sarana Jasa pelayalan Junlah

1, Pehyanaa klrara
Kelas III
Kelas II

Kelas I

Kelas VIP

Kelas WIP / Paviliun

5.000
10.000
15.000

20.000
25.000

10.000
i5.000
20.000
25.000
30.000

15.000
25.000
3s.000
45.000
s5.000

2. Pelayaoao f, oosultasi Gizi

Kelas III

Kelas ll
Kelas I

Kelas VIP

Kelas VVIP / Paviliun

3.000
5.000
7.000
10.000
15.000

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000

13.000
20.000
27.000
35.000
45.000

Keterangan :

1. Tarif konsultasi Sizi yarrs berasal dari rujukan swasta disamakan dengan
kelas I (satu)

X. Tarlf Konsultasi Khusus Rehabilitasi Medtk

No Kela
S

TARIF DALAM RUHAH (Rp.}

Jasa Sarana Jasa pelayanan jumlalr

L SEDERHAI{A

Kelas lli
Kelas II

Kelas I

Kelas VIP

Kelas WIP I Paviliun

14.400

21,600

36.000
86.400
97.200

2r,000

32.400
54.000
57.600
64.800

35.400
s4.000
q0.000

144.000
162.000

2, SEDAI{G

Kelas lll 21,600 54.000
Kelas ll
Kelas I
Kelas VIP

Kelas WIP / Paviliun

28.800
43.200
il8.800

140.400

43.200
64.800
79.200
s3.500

72.000
108.000
198.000

233.900

3 CATGCIE

Kelas III

Kelas II

Kelas I

Kelas VIP

Xelas WIP / Paviliun

28.800
43.200
79.200
140.400

167.400

13.200
64.800
118.800

s3.600
lir600

72.000
108.000

198.000
234.000
279.000

I

I

I

32.400



E. Tarlf pelayanan Konsultasl Khusus

ICI.Tartf Pelayanan Farmaat / Apotlk
a. Pelayanan konsultasi khusus Farmasi (vislte Rawat Inapf

b. Pelayanan dan penyedlaan sedlaan farmasl

c. Besaran tarif pelayanan
farmasi RSUD dihitung
Kabupaten Intan Jaya di

XIII. RADIOLOGI

obat-obatan darr Pelayanan BMHP di apotek atau insta,Iasi
berdasarkan hasil penjumlahan harga pengadaan (SSH)

tambah margin 107o

TARIF DALAM R UPIAH
No.

Jenis

Pelayaaan Jasa Sarana

I
Jasa pelayanan jumla

hPela any8tr toasul kbtasi l.tsus xedilo
a eR fisik iuar utrtuk utan&ogus 18.000 27.000

sumnVeRb. unfuk0topsl
216.000 324.000 540.000tanc, VeR Asusila untuk
18.000 27.000 45.000d. eR LFisik atu untuk Ls umnsl 36.0002. 54.000 90.000I(onsulPelayanan tui ususI{h chec{fedical

a. Kesehatan Umum
18.000 27.000 45.000pesifikb Khu su SS
18.000 27.000 45.000c. Untuk uan asuransi 36.000 54.000 90.000d, ADM
5.000 2s.0003. 30.000XesePelayaaaa heta! x dLaitaye lslTia

a. tim medis dalam kota 360.000 540.000 900.000edisb Tim m luar ko tasraga 720.000 r080,000
1 800 000

TARIF DALAM RUPIAHNo Kela

s Jasa Sarala Jasa pelayanan jumlah
Kelas tll
Kelas II
Kelas I
Kelas VIP

Kelas WIP / Paviliun

3.000
5.000
7.000
10.000

12.000

10.000
i5.000
20.000
25.000
30.000

13.000
20.000
27.000
35.000
42.000

TAR]F DALAM RUHAH (Rp.)No

AI
Jenis

Pel Jasa Sarana Jasa pelayaran Jumlah
I Obat Jadi r,000 1s.000 16.000, Obat Racikan

lation1. Cream 10.000 20.000 30.000
2. Puyer s.000 20.000 25.000
3. Ka I 5.000 30.000

3 ng sediaan sterilDis 10.000 35.000 45.000

NO Jenis

Pelayanan

TAzuF DAIAM RUHhll {Rp.}

Jasa Sarana Jasa pelayalan Jumlah

l. Pemeritsaaa Sederhena

4. F0t0 R0ntgen Thorax AP/PA/Lateral/Lordodk 108.000 72.000 180.000

5. Foto Rontgen Abdomen I Posisi 108.000 180.000

6, Foto Rontgen Abdomen 3 Posisi i80 000 120.000 300.000
7. Foto Rontgen Panoramic 86.400 s7.600 144.000

8. Foto Rontgen Kepala/Mastoid/TMJ/ Mandibula AP/Lat 144.000 96.000 240.000
9. Foto Rontgen Vertebra AP/Lat

{CervicaUThoracal/Lumbosacrall

144.000 96.000 240.000

10. Foto Rontgen PelYis 108.000 180.000

11, Foto Rontgen Exffemitas Atas Apllat
(Brachii/Antebrachii/ 0lbow/ Wrist/ Marus)

144.000 96.000 240_000

12. F0t0 Rontgen Exfemitas Bawah AP/Lat

(Femur/Cruris/ Genu /Ankle/ Pedis)

240.000 96.000 336.000

t.

I
I

I I I

II

45.000

2s.000

72.000

72.000



2 Peoeritsraa Sedaag

I. BNO-IVP 6.+8.000 432.000 r080,000
2. Colon Inloop /loopography 648.000 432.000 r080 000
3. Sialography 360.000 240.000 600.000
4. Dacriocystography 360.000 240.000 600.000
5. Fistulogaphy 360.000 240.000 600.000
6. T-tube Cholongiogaphy 360.000 240.000 600.000
7. Esolagography 960.000
8. OMD 576.000 384.000 960.000
9. APG/RPG s04.000 336.000 840.000
10. Follon Through 648.000 432.000 1.080 000

11. Cysto$aphy 504.000 840.000
12. Uretrography 504.000 336.000 840.000
13. HSG 648.000 432.000 l 080 000

14. Bone Surve.v 720.000 480.000

3. Penerilseqn Canggih A

l. USG KEala Bayi 288.000 192.000 480.000
2. USG khu 288.000 i92.000 480.000

3, USG Mammae 288.000 192.000 480.000
4, USG Abdomen 288.000 192.000 480.000

5, USG Thorax 288.000 192.000 480.000

6. USG Guiding 288.000 192.000 480.000

7, USG Testis/lnguina) 288.000 192.000 480.000

8. USG Musculoskeletal/Soft Tissue 288.000 192.000 480.000

9. USG Vaskuler 432.000 288.000 720.000
10. USG Jartung 432.000 288.000 720.000
11. MSCT kan Kepala 864.000 576.000
12. MSCT kan 0rbita 864.000 576.000 r 440 000

13. MSCI Scan Sinus Pamnasal 864.000 576.000 r.440,000

14. MSCT Scan Nasofaring 864.000 1.440,000

15. MSCT Scan Mastoid dar Telhga 864.000 576.000 1440 000

16. MSCT Scan Leher 864.000 576.000 1.440,000

17. MSC"I Scan Thotax 1440.000

18. MSCT Scan Jantung t.800 000
19, MSCT San Abdonen 1800 000
20. MSCI Scan Pelvis 864.000 576.000 I 440 000
2i. MSCI Scar 3D r800 000
22. MSCT Scan Vertebra 864.000 s76.000 1440,000

23. MSCI Scan Bkstremitas Atas 864.000 s76.000 I 440 000
24. MSCT Scan Ekstremitas Bawah 864.000 s76.000 1440,000

4 Peneritreea Caagib B
MSC'I Scan Kontras Kepala 1,224.000 816.000 2.040.000
MSCT Scan Kontras 0rbita 1.224.000 816.000 2.040.000
MSCT Scan Kontras Sinus Puasalis r,224.000 816.000 2.040.000
MSCT Scan K0ntras Mastoid dan Telinga r.224 000 816.000 2.040.000
MSCT Scan Kontras Leher 1,224,000 816.000 2.040.000
MSCT Scan Kontras Thorax 1.224.000 816.000 2.040.000
MSCT Scan Kontras Abdomen r.296 000 864.000 2.160.000
MSCI Scan l(ontras Vertebra r,296 000 864.000 2.160.000
MSCI Scan Kontras Ekstremitas atas 1.296 000 2. i60.000
MSCT Scan Kontras Ekstremitas baraah 1.296 000 864.000 2.160.000
MSC'I Scal Kontras Urologi 1.296,000 864.000 2.160.000
MSCT Scan Kontras tugongraphy (Vaskuler) 1800 000 1.200 000 3.000.000
MSCI Scan Kontras Anglongraphy 1,800 000 r.200 000 3.000.000
MSCI Scan Kontras Cudiac 1,584,000 1.0s6.000 3.000.000

336.000

r.200 000

1,440,000

s76.000

576.000 I 384.000

I

864.000 I s76.000
r,080.000 I 720.000
r080000 | 720.000

r.080 000 I 720.000

I

I

I

864.000



XlI. TARIF PEMULASARAN JEITAZAII
1. Perawatan

2. Bedah mayat

No Uraian
TARIr ilrlt RUPIAE {Rp,}

Jasa Saraaa Jasa prlayeura Jumlah

a. Umum 100.000 500.000 600.000

Untuk kepentingan penyidikan biaya dibebankan pada pemda Cq. RSUD INTAN
JAYA

:N'I. PELAYANAN I(ESEI{ATAN LAII{I{YA
1. VISUMETREPERTUM

No Kela
s

TARIF DALAM RUPIhll lRp.i

Jasa Sarana Jasa pelayanan jumlah

L SEDERHAIIA
Kelas Ill
Kelas II

Kelas I

Kelas VIP

Kelas WIP / Paviliun

7.200
9.000

10.800
21,600

32.400

10.800

13.000
16.200
14.400

21600

18.000

22.000
27.000
36.000
54.000

2 SEDIIT{G

Kelas III

Kelas II

Kelas I

Kelas VIP

Kelas WIP / Paviliun

14.400

18.000
21,600

43.200
54.000

21,600

27.000
32.400
28.800
36.000

36.000
45.000
54.000
72.000
90.000

3 cilootH 1

Kelas III

Kelas II
(elas I

Kelas VIP

Kelas WIP / Paviliun

45.000
55.000
67.000
135.000
151.000

67.000
83.000
100.000

90,000
100.800

il2,000

138.000
167.000

225.000
251.800

4 CAITG{}I8 2

Kelas lll
Kelas ll
Kelas I

Kelas VIP

Kelas WIP Paviliun

64.800
81,000

97.200
194.400
216.000

97.200
121.000

145.800

129.600
144.000

162.000
202.000
243.000
324.000
360.000

l{o Uraian
IAXIT DATAT RUPIAX IRp.}

Jasa Sarana Jasa pelayaaau junhh

Pemakaian karnu jenazah 
I hm

Perawatan jenazah tanpa formalin

Perawatar jenazah dengan formalin

s0.000

100.000

2s0.000

150.000

200.000

4s0.000

200.000

350.000

700.000

No Uraiaa Jase Seratt'a
(Rp.l

Jasa pelayanea
(Rp'l

Jurdah
lRp.l

1

2

Visum luar

Visum tindakan khusus

20.ooo

25.000

50.000

75.000

70.000

100.000

)trV. Tarif Pelayanan PenunJang Medik Elektromedik

I
I

I

i,

2.

?



>rl/II. PEMAXAIAN AMBT'LANCE DAIT MOBIL JENAZAH

,fVIU. PEMAKAIAN GAS OKSIGEN dan GAS MEDIS LAINI{YA

XIX,LAIN-LNN

No Uraian
rmn DAilf nurus (&.1

Jasa Sarana Jasa pelayanaa Jumlah
I'UUU / TATA USAHA

DIIOAT
I AI'LA

a. Aula 1.500.000 1500.000
b. Soundsistem r000.000 r000.000
c. Infocus 100.000 100.000
d. Meja dan Taplak Meja 100.000 100.000

1) Tarif khusus WNA 2x tarif pasien umum
2) Semua tarif pemeriksaan, tindakan medik / therapy yang belum

tercantum dalam peraturan ini akan disesuaikan dengan tarif pemeriksaan
/ tindakan yang setara

3) Pasien ASKES dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4) Bagi penderita atau instansi yang mengadakan pe{anjian kerjasama

dengn RSUD Intan Jaya / Dinas Kesehatan ditentukan sesuai dengan
kesepakatan kedua belah pihak.

No Uralan
Imn DAIIil RUPIAX lRp.l

Jass Sarsla Jasa pelayanaa Jumlah

turbulance s 5 KM dari RS

Pemakaian selebihnya

12.500/km

Mobil Jenazah s 5 KM dad RS

Pemakaian selebihnya

12.500/km

75.000

75.000

50.000

50.000

l2s 000

r25 000

I{o Uraian
?ATIT DAIAU ruPIAE (&.I

Jua pelayaaao Jumlah

Penjualau tst ulmg Oksigen (CI)

450.000

90.000 50.000

500.000

140.000

0ksigen Tabung Besar

Oksigen Tabung Kecil

t ll' r't

o

I
I

] Jro su*"
1.

50.000

I



C. Tarif Retribusi Pelayanan Kelehatan Puskesmas

1. Tarif Rawat Jalan

NO Jenis Pel;ayalan / Tindakan
Bp)

Jasa
Sarana

Jasaln
Peliayanan

(np)

Jumlah

Bp)

1 2 3 4
Pemeriksaaan Penuniang Diagnostik
a Mal,aria 4.000 6.000 10.o00
b Feaces 4. OOO 6.OOO
c 8.OOO 12.OOO
d Urine l,enqkap 20.ooo 30.000 50.000
e Darah rutin 30.ooo 45. OO0 75.000

ma kap 30.000 45.000 75.OOO
CSUS+ 12.000 r8.oo0 30.ooo

stik 8.OOO 12.OOO 20.ooo
i GuIa darah sewaktu stik 8.000 12.000 20.o00'i Asam urat stik 8.OOO r2.000 20.000
k Kolesterol stik l2.ooo 30.o00
I Kimia Klinik :

I r. Faal Hati :

a SGOT 1.4.400 2 r.600 36.OOO
b . SGPI L4.400 2 r.600 36.OOO

20.800 31.200 52.OOOC mma -
14.400 2r.600 36.000d . Billirubin Total
24.OOO 36.OOO 60.oooe re /Indirek
t4.400 2L.600 36.0001 . Total Protein
14.400 '2t.600 36.OOO. Albumin
L4.4{J0 21.600 36.000h . Globulin

2
14.400 2 I.600 36.000a reum

2t.600 36.OOOb . Creatinin t4.400
r6.800 28.OOOc l. Asam Urat 1 1.200

. Glucosa
16.800 28.0O0. Glucosa Puasa 1 1.200
16.800 28.000b cosa am 11.200

11.200 16.800C ucosa 28.000
d I. HbAIC 44.000 66.000 110.00

4 . Profil Lipid
a . Cholesterol Total 12.000 18.OOO 30.ooo
b r6.800 25.200 42.OOO
C t. Hdl Cholesterol r 5.200 22.aOO 38.000
d S ro t4.ooo 21.000 35.000

m Tes Kehamilan stik 8.OOO 12.O00 20.000
2 Petrayanan K I A

a Pelayanan Imunisasi TT Calon 8.000 12.000 20.000
6.OOO 9.000 15.OOO

c unanan 12.OOO 18.000 30.ooo
un 10.ooo r5.000 25.0O0e Pelayanan Ultra SonoGrall I USG 40.000 60.000 100.000

20.000 30.000 50.000g Pelayanan Pencabutan IUD 20.000 30.000 50.000
USma 80.000 120.000 200.000

pencabutan Suslki Pelayanan 20.ooo 30.000 50.000
anan 8.000 12.O00 20.000

ayarurn Pasca opbrESi ceasar 8.OOO 12.000 20.0001 Pelayanan IVA 40. ooo 60.000 100.000
3 Pelavanan

medik Gigi
P-
dan /llindalan

Muiut
a Sederhana 20.o00 30.000 50.000

Sedangb 40.000
4 Pelayanan Suntikl

a Perawatarr Luka 4.000 6.000 10.000
tan 36.OOO 60.ooo

rangc Jahit Luka Ku 12.000 18.000 30.000
8.000 r2.000 20.000

tane 4.O00 6.000 10.000
5 Pelayanan ApoEF

a Obat tanpa tibiotik 8.000 12. OOO 20.000t e 10 12.OOO 18.000 30. ooo
C r a1 10 6.OOO 9.000 15.000
d Puyei clerx.an Antibiotik 8.000 12.000 20.ooo

IrafzitiltfifiEEEr3|lliilt-
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6 Tindakan lain :
Pemeriksaan Ta'iam Pendengaran 4. OOo 6.OOO 10.ooo

7 Jasa Pelayanan dokter umum/gigi 20.o00 20.000
rawat ialan

--

Pemeriksaan l,aboratoriu m :

a. Pemeriksaan Urin Lengkap :

1. Protein
2. Gula/Glukosa
3. Urobilinogen
4- Bilirubin
5. Sedimen
6. Kristal Oksalat
7. Epitel sel
8. Bakteri
9. Jamur
10. Spematozoa

b. Pemeriksaan Darah Lengkap :

1) Darah Rutin :

a. Haemoglobin
b. Leukosit
c. Eritrosit
d. Trombosit
e. Eosinofil
f. Baso{il
g. Neutrofil Segmen
h. Neutrofil Batang
i. Limposit
j. Monosit
2) Hematologi Lengkap :

a. Haemoglobin
b. Leukosit
c. Eritrosit
d. Trombosit
e. Eosino{il
f. Basofil
g. Neutrofil Segmen
h. Neutro{il Batang
i. Limposit
j. Monosit
k. taju Endap Darah (LED )

Pelayanan Pemeriksaan/Tindakan Medik gigi dan Mulut

a. Tindakan medik gigi dan mulut sederhana :

1. Cabut satu gigi
2. Tambal permanen satu gigi
3. Apek Reseksi, eksisi biopsy, insisi atrsesi
4. Fraktur dental sederhana tanpa komplikasi
5. Penambahan amalgam
6. Penambahan silikat
7. Pulpa Capping
8. Perawatan saraf
9. Jahit luka sobek jaringan lunak



b. Tindakan medik gigi dan mulut sedang :

1. Enuklise kista
2. Reposisi dan witing pada simple fraktore
3. Akveolektomi
4. Operculectomi

II TARIF RAWAT INAP

KETERANGAN :

PERAWATAN RAWAT INAP
a Obat Suntik Rawat Inap
1 Santagesik
2 Ranitidin
3 Ondoncentron
4 Sefriakson
b Persalinan dengan Penyulit
1 Persalinan bokong
2 Perdarahan
3 Rektur perinium
4 Lilitan Tali Pusat
5 Bayi Besar

NO
Jenis

Pelayanan/ Tindakan
Jasa

Sarana
(np)

Jasa
Pelayanan

(np)

Jumlah

(np)

1 Perawatan
a Tindakan Infus per-kali 8.OOO 12.000 20.000
b Biava PenqinaDan per-hari l6.ooo 24.OOO 40.000
c Biaya makan per-hari 3 kali x makan 42.OOO 63.O00 105.000
e Inlus per- Botol 8. OOO 12.000 20.000

s r n 8.OOO 12.000 20.000
s Tindakan keDerawatan per-Dasien per- 12.OOO I 8.000 30.000
h Pemakaian Oksiqen per iam 40.ooo 60.000 i00.oo0
i Abuket per-buah 8.000 12.O00 20.000
i Suntik per-tindakan

1 Suntikan dengan Antibiotjk 8.000 12.000 20.000
2 Suntikan tanpa Antibiotik 4.000 6.000 10.000

k Obat per-tindakan
Obat tanpa Antibiotik 8. OOO 12-OOO 20.ooo

2 12.000 r8.000 30.ooo
1 BHP per-tindakan 8.000 12.000 20.000

2 Jasa Pehidnan cloktei umum untuk tiap hari rawa t
rnerr setlan naslen

50.000 50.000

3 Jasa Pelayanan dokter Spesialis untuk tiap hari rawg! 100.oo0 100.ooo
inap setiap pasien

4 Persalinan
a Paket Persalinan Normal 280.000 420.000
b Manual Plasenta 280.000 420. OOO 700.000
c Paket Persalinan dengan penyuiit 340.000 850.000
d Perawatan Nifas 80.000 120.000 200.ooo

I
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Jumlah
(Rp.)

Jasa
Pelayanan

(Rp.)

Jasa
Sarana

(Rp.)

BAHP
(Rp.)

Jenis PelaYanan
Tindakan

NO

Tindakan UGD1 60.00030.00018.00012.000a Sederhana
100.00050.00030.00020.000b Sedang
250.000125.00075.000c Besar

Tarif pemeriksaan2
s0.000a Dokter umum
100.000b Konsul Dokter

SpesialisII

IIi PELAYANAN TINDAKAN DARURAT

KETERANGAN :

Pemeriksaan/Tindakan Gawat Darurat (UGD) terdiri dari :

a. jenis Tindakan UGD sederhana, terdiri dari :

I Jahitan luka 1 s/d 5 jahitan

2 Luka bakar < lO o/o derajat I dan II

3 l,avement

4 Dilatasi phymosis

5 Eksisi hematoma

6 Insisi kecil

7 Scorting

8 Klisma

b. Jenis Tindakan UGD Sedang, terdiri dari :

I Extraksi kuku

2 Corpus alienum

3 Pasang NGT

4 Pasang Katheter

5 Luka bakar > lO o/o dera.jat II
6 Gigitan ular
c. Jenis Tindakan UGD Besar, terdiri dari :

I Kumba Lambung

2 Jahitan luka di atas I 1 jahitan

3 Corpus Alienum dengan penyulit

4 Luka bakar 30 %o ke atas

5 Gyps Spalak
6 Debridemen ringan

50.000



Jumlah

(Rp.)

Jasa
Pelayanan

BP.)

Jasa
Sarana

Bp.)
JenisPelaYanan / TindakanNO

pep

temp
km PP

pe

petemp
PPkr:n

pe anan >
km PP

tem

temp
PP

anan >

yanall >
100 km

7 Jarak tempuh pelayanan > 1O0 - <
150 km PP

200.000 300.00 500.00

IV PELAYANAN AMBULANS

PELAYANAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SARANA UMUM

DAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT/SWASTA

Jenis Pelayanan / Tindakan Jasa
Sarana

(Rp.)

Jasa
Pel,ayalan

(np.)

JumLah
(np.)

1 2 3 4 5
1 o r umum per un 1.O00.000 1.000.000

2 per 2.000.oo0 2.000.000

ter 1gl per un 1.000.000 1.000.000

4 r rg1 s per un 2.O00.000 2.000300

5 Praktek Apoteker per tahun r.000.000 1.000.000

6
Praktek Paramedis (Perawat, bidan,
RO, Tenaga Teknis, Kefarma sian,
Elektromedik, Optometris,
Fisioterapi,ATl-M, Nutrisionis) per
tahun

500.000 s00.000

t p men r
un 2so.o00 250.000

per - un 2s0.o00 250.000

9 per unpo 1.O00.000 1.000.000

lo per - un s00.00I, 500.000

11 um per un 1.000.000 1.000.000

NO

7
per

a



t2 Klinik Rawat Inap per tahun
2.000.000

13
Klinik Rawat Jalan per tahun

1.000.000 I.OOO.000

74 Optikal per tahun 500.000 500.000

15 Toko alat kesehatan per tahun 500.000 s00.000

I6 Toko Obat Tradisional per tahun 500.000 500.000

L7

IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan)
per SPP- IRT- (Rumah Tinggal) per
tahun

2s.000

18

IRTF (Industri Rumah Tangga Pangan)
per SPP-IRT-Ruko Perusahaan per tahun 50.000 50.000

19 Depot Air Minum Isi Ulang per tahun 250.000 250.000

20 Rumah Makan per tahun 500.000 500.000

2t Restoran per tahun i.000.ooo l.ooo.ooo

22 - Rumah Sakit Pratama Tipe C per talun 3.000.000 3.000.000

- Rumah Sakit Pratama Tipe D per tahun 1.500.000 1.s00.000

I

l

2-OOO-OOO
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I. PELAYANAN KEBERSIHAN

RUMAH TANGGA
- Rumah Tangga (milik

Rumah Pribadi)
50.000,- 50.000,- 50.000,- Per Bul,an

I

- Rumah Kos 50.o00,- 50.000,- 50.000,- /BuLan/Per
pintu

II IilDUSTRI
Kategorl Sedang
- Batu TeIa, dll
Kategori Kecll
- Home Industri Makanan
Rumahan, dll

100.000,- 200.ooo,- 300.o00,- Per Bulan

III PERUSAIIAAN JASA
1 PENGINAPAN

- Hotel, Rumah Kos,Home
Stay, penginapan yang di
bawah 50 kamar, dll

400,000,- 750.000,- 1 O00.000, Per Bul,an

2 PERTOKOAN
Kategori Besara
pertokoan besar
Kategori Sedangb
- Pertokoan sedang
Kategori kecilC

- Pertokoan kecil

400,000,- 750.000,- 1.000.000, Per Bul,an

3 RESTORAN
Kategori Besara
- Restoran, Cafe, dll
Kategori Sedangb
- Rumah Makan,
catering,dll
Kategori Kecil

400.000,- 700.000,- Per Bulan
c

- Warung makan, kantin,
warung tenda (semi
permanen), kedai
makanan, dll

200.000,-

Per Kegiatan3 GEDUNG PERTEMUAIY 200.000,- 200.000,- 200.000,-
1 TEMPAT HIBURAN

Kelas Besara
(Bar, diskotik, club malam,
SPA, Karaoke)
Kel,as Menengahb
(Perrnainan ketangkasan,dll)
Kelas Kecil
(Kesenian, kontes
kecantikan, dll)

200.000,- 400.000,- 700.oo0,-

c

100.000,- Per Bulan
5 SALON/PENJAHIT

(Pangkas rambut, Salon
Kecantikan, Tailor, dsb.)

50.000,- 75.000,-

100.000,- 100.000,- Per Bulan

6 ANGKUTAN/ TRAVEL
Angkutan Jalan, Wisata,
Taksi, Sewa, Trayek, dan
Udara

100.000,-

I

I

Per Bulal I

I

I

II

I

I

NO JENIS KETERANGANKECIL SEDANG BESAR(np)

TARIF DONGAN KATtrGORI

I



7 FINANSIAL/KEUANGAN 150.O00,- 250.000,- 3s0.000,- Per Bulan
8 JASA UMUM

100.000,- 200.000,- 400.000,- Per Bulan

Kategori Besar
- Meubel, Sowmii,dll
Kategori
- Perbe ngkeLan mobil, jasa
kontraktor, Telekomunikasi,
d11

Kategori Kecil
- Perbengkelan motor,
Servis, Persewaan Barang,
dsb

9 PERGUDANGAN

150.O00,- 200.000,- 250.000., Per Bulan

a Kategori Besar
Gudang Bahan Bangunan,
Gudang bahan kimia, dsb

b Kategori Sedang
Gudang Bapok, Coldstorage,
warehousing,dsb

c Kategori Kecil
Gudang Kayu,dsb

10 JASA PROFESI
Dokter, Dokter Hewan,
Konsultan, Pengacara,
Notaris, dsb.

100.000,- 100.000,- 100.o00,- Per Bulan

ru PER.DAGAJTGAIT
I Pertokoan, Perkiosan,

Perkantoran,dsb 200.000,- 300.000,- soo.o00,- Per Bulan

2 Perdagangan Kaki Lima
(PKL}

1.000,, 2.000,- 2.OOO,-
Per m2 per

hari

a Kategori besar
- Jual Makanan &
Minuman

b Kategori Sedang
- Mobil & motor

c Kategori Kecil
- Kios Kelontong, pakaian,
asessories
FASILITAS UMUM

1 KESEHATAN

200.000,- 200.000,- 2s0.000,- Per Bulan

Kategori Besar
- Rumah Sakit/ swasta
(sampah non medis)

b Kategori Sedang
- Balai Pengobatan,
Klinik, Pelayanan
Kesehatan Hewan,
Kategori kecil

50.000,- s0.000,- 50.000,- Per Kg- Limbah 83 (Bahan
Beracun Berbahaya)

,2 PENDIDII(AIT
Sekolah, Perguruan
Tinggi, Pondok Pesantren,
LPK, dsb.

100.000,- 100.000,- 100.000,- Per Bu1an

3 SOSTAL
Taman Wisata 50.000,- 50.o00,- so.oo0,- Per hari

I

I

I

I

I

I

I

a.

C.



4 EKONOMI
(Pasar)

a Kios/l-os
s00,- 500,- 500,-

pr, 
^z tharil

Pedagang
b

500 500,- 500,- Per mz /lrari/
pedagang

VI USAHA JASA DAN
PERUSAI-LL{{ LAINI{YA 200.000,- 200.o00,- 200.000,- Per Bulan

VIi. INSIDETAL

500.000,- 500.000,- s00.000,-

Kegiatan Hiburan,
Kegiatan Olah Raga,
Pameran, Festival, dan
Kegiatan Keramaian yang
lainnya.

VIII Penggunan sendiri TPA oleh
orang pribadi atau badan
sebagai berikut :

a sampah yang mudah
dimusnahkan 150.O00,- 150.000,- 1s0.000,- Per ret

b sampah yarg sulit
dimusnahlcan 200.000,- 200.000,- 200.000,- Per ret

IX PE}TYEDOTAN LIIMPT'R
TIN.,A

a Perdagangan & Jasa,
Fasilitas Kesehatan,
Fasilitas Umum

450.000,- 4s0.000,- 450.000,- Per m3

b Perumahan 250.000,- 250.OOO,- 250.000,-
C Pembuangan Lumpur Tinja

oleh Swasta
1s0.000,- 150.000, 150.O00,- Per Truk

Per Kegiatan

II. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

JENIS KENDARAAN BERMOTOR BESARNYA TARIF (Rp)

a. Sedan, Jeep, Pickup, Minibus dan
sejenisnya

b. Bus, Truk, dan Alat Besar lainnya
c. Sepeda Motor
d. Gerobak

10.000,-/ sekali parkir

10.000,-/ sekali parkir
5.000,-/ sekali parkir
5.000,-/ sekali parkir

Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum pada kendaraan yang

menggunakan badan parkir lebih dari 1 jam, dikenakan sejumlah 8 (delapan)

kali parkir per hari.

III. PELAYANAN PASAR

LOKASI JENIS BANGUNAN LUAS TARIF (Rp)

PASAR
KEI.AS I

a. I-os Pasar 1mx 1m 10.000,-/ha-ri
b. Kios
- Semi Permanen
- Permanen

1

1

m
m

x
x

I
1

m
m

725,-/han
650,-/hari

c. Pel,ataran 5.000,-/hari
PASAR
KELAS II

a. los Pasar l mx 1m 10.00O,-/hari
b. Kios

I

I

I

Plataran

Per m3



- Semi Permanen
- Permanen

I mx 1m
I mx I m

550,-/ha,ri
500,-/hari

c. Pelataran 5.000,-/hari
PASAR
KEI-AS III

a. lns Pasar 1mxlm 10.000,-/hari
b. Kios
- Semi Permanen
- Permanen

1

1

m
m

x
x

1

1

m
m

400
350

hari
hari

c. Pelataran 5.000,-/hari

H. BUPATI INTAN JAYA,

T"TD

APOLOS BAGAU

suai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM,

UBUN
30817 200605 1 001

I



I

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA

NOMOR :5TAHUN2024
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEI'IYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT

KEGIATAN USAHA LAINNYA

]I. PENYEDIAAN TtrMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

III. PEI.IYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VII.A

No Jenis Tempat Kegiatan
Usaha

Satuan
Pemakaian

Tarif (Rp) Keterangan

1

Tempat
Usaha Dalam
Intan Jaya

Kegiatan
Wilayah

m'/Bu1an
m'/Bulan
rn'/Hai
m"/Hari

80.000,-
60.000,-

3.000,-
1.000,-

No Jenis Kendaraan Tarif (Rp)
a. Sedan, Jeep, Pickup, Minibus dan sejenisnya 10.000,-
b Mobil Box, Bus dan Truk 10.000,-
c Sepeda Motor 5.000,-

Jenis Tempat Satlran
Pemakaian

Tarif

1 Penginapan Gouse
hause
a. Kamar biasa
b. Kamar MP

/}rari
/han

600.000,-
1.200.000,-

Penginapan Parawisata
a. Kamar biasa
b. Kamar VIP

/han
/}rafi

600.000,-
1.200.000,-

TARIF' RETRIBUSI JASA USA}IA

No

I

a. Kios Permanen
b. Kios Semi Permanen
c. Los Meja
d. Pelataran

I

I

2.



IV. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

V. PET.AYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OL"{HRAGA

a. Tempat Olah Raga

NO Jenis Pelayanan Jenis Ternak

1

Pemeriksaan
kesehatan sebelum
di potong

a. Sapi/Kerbau/Kuda 15,000,- /ekor

b. Kambing/Domba 9,00O,- /ekor

2
Pemeriksaan
Kesehatan Daging
Setelah Dipotong

a. Sapi/Kerbau/Kuda 15,000,- /ekor

b. Kambing/Domba

3 Pemakaian Kandang
a. Sapi/Kerbau/Kuda 25,000,- lekorlhari

b. Kambing/Domba 14,000,- /ekorll:,ai

4
Pemakaian Tempat
Pemotongan

a. Sapi/Kerbau/Kuda 35,O00,- /ekor

b. Kambing/Domba 16,000,- /ekor

5
Pemakaian Tempat
pelepasan T\rlang

a. Sapi/Kerbau/Kuda 17,000,- lekor

b. Kambing/Domba 9,000,- /ekor

6
Pemakaian Tempat
Pelayuan

a. Sapi/Kerbau/Kuda 18,000,- lekorl}rari

b. Kambing/Domba 9 000 /ekor/hari

7
Pemakaian
Angkutan

a. Sapi/Kerbau/Kuda 25,000,- /ekor
b. Kambing/Domba 9,000,- lekor

NO URAIAN TARIF
(RPI

KETERANGAN

1 2 3 4
i l,apangan Bola Kaki

a Pertandingan Bola Kaki 250.000 Per-Hari
b. Kegiatan Keagamaan 500.000 Per-Hari
c Festival seni dan Budaya 500.000 Per-Hari
d. Konser Musik 2.500.000 Per-Hari

Kegiatan Politik 2.500.000 Per-Hari
2 Lapangan Voli

100.o00 Pe{am (1

Lapangan)
DJ Lapangan Bulu Tangkis

100.000
Pe{am (1

Lapangan)
4 Lapangan Futsal

300.000
Pe{am (1

l"apangan)

Tarif (Rp.) I

I

I 9,000,- /ekor

I

I

I

e.



b. Tempat Wisata

VI. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

VII. TARIF RETRIBUSI HASIL PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PERIKANAN

No. Jenis Fasilitas Tarif (Rp)

1

2

3

TEMPAT WISATA

Karcis Perorangan

- Dewasa

- Anak-anak

Kendaraan Roda 2 (dua)

Kendaraan Roda 2 (dua)

5.000,- per orang

10.000,- per orang

10.000,- per orang

30.000,- per orang

FASILITAS

1 Penggunaan MCK Tempat Ganti dan Bilas 5.000,- per orang
2 Penggunaan Tempat Jualan 20.000,- per orang

Penggunaan Honai (tempat
istirahat/ santai) 50.000,- per orang

4 Penggunaan Panggung Hiburan 500.000,- per orang
5 Penggunaan Lokasi untuk Kegiatan

Tertentu 1.000.000,- per orang

6 Penjual Gerobak/ Keliling/ Bakso

Hasil VOLUME
1. Ubi jalar Per Kilogram s0.000/Ks
2. Kopi Per Kilogram 29.OOOlKe
3. Markisa Per Kilogram 30.o00/Ke
4. Jeruk Per Kilogram 50.000/Ke

No. Jenis Produksl Usaha Daerah Harga Jual (Rp)

A PenJualan Benih Ikan :

a. Benih Ikan Mas

- Ukuran 5- 7 Cm
- Ukuran 7 - 1O0 Cm

b- Benih Ikan Nila

- Ukuran5-7Cm
- Ukuran 7- 10 Cm

c. Benih Ikan [,ele

- Ukuran5-7Cm
- Ukuran 7- l0 Cm

5.000,- / Ekor
10.000,- I Ekor

5.O00,- / Ekor
10.000,- / Ekor

5.000,- / Ekor
10.000,- I Ekor

I

I I

10.000,- per orang 
I

I

TARIF



d. Benih ikan Gurame

- Ukuran5-7Cm
- Ukuran 7 - 10 Cm

e. Benih Ikan Patin

- Ukuran5-7Cm
- Ukuran 7- 10 Cm

f. Ikan Hias :

Ikan Komet (Ukuran 3 - 5 Cm)
IkanKoi(Ukuran3-5Cm)
Ikan Mas Koki (5 - 7 Cm)
Ikan Lemon (Ukuran 3 - 5 Cm)

B Peniualan Calon Induk Ikan lusla>lTahunl:
a. Calon lnduk Ikan Mas
b. Calon Induk Ikan Nila
c. Calon Induk Ikan Lele
d. Calon Induk Ikan Gurame

85.000,- / Kg
8s.000,- / Kg
70.000,- / Kg
r20.000,- / Kg

Penlualan lkan lKonsumsll:

a. Ikan Mas
b. Ikan Nila
c. Ikan kle
d. Ikan Gurame

4s.000,- / Kg
a0.000,- / Kg
40.o00,- / Kg
60.000,- / Kg

5.000,- / Ekor
10.000,- I Ekor

5.000,- / E.kor
10.000,- I Ekor

10.000,- / Ekor
25.000,- / Ekor
10.000,- / Ekor
10.000,- / Ekor

VI[. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PEIVYELENGGARAAN TUGAS

DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DANIATAU OPIIMALISASI ASET DAERAH

DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN

PERATURAN PERUNDANG.UNDANGAN

TARIF (Rp)

3.500.000,-/hari

1.000.000,- bulan

NO INSTANSI OBYEK
RETRIBUSI

1 2 3 4
1 BAGIAN UMUM

SETDA INTAN
JAYA

Aula Serba Guna
Sewa Gedung t engkap
Publik
Gedung Kantin / Petak,

SEKRETARIAT
DPRD
KABUPATEN
INTAN JAYA

Aula DPRD
Publik 3.500.O00,-/hari

-) DINAS
PEKERJAAN
UMUM
KABUPATEN
INTAN JAYA

1. Pemanfaatan sewa ruan usaha
No Lokasi

1 Rua ula 3.500.000,- Hari

4 BADAN
PENDAPATAN,
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAN ASET
DAERAH

makaian La.han Reklame Untuk Komersial:
Tarif Per Hari

Kelas Diatas
Banguna

n

Diatas
TanahJalan

1 Billboard, Megatron,
Videotron

Kelas A
Kelas B

1

1

.500,- t.t25,-

.125 750

i

C.

I

1.

2.

Tarif {Rpl
Pertemuan

Jenis ReklameNo



Kelas C 750,- 375
2 Papan & sejenisnya Kelas A

Kelas B
Kelas C

563,-
450,-
338,-

450,-
338,-
413

3

No

Reklame Kain
(spanduk, Banner,

Kelas A
Kelas B
Kelas Cdan se enrsn a

Jenis Reklame Kelas
Jalan

300,-
263,-

263,-
225,-
150,-188

Tarif Per Hari M2 R
Diatas

Bangunan
Diatas
Tanah

1 Billboard,
Megatron,
Videotron

Kelas A
Kelas B
Kelas C

1.000,-
7s0,-
500,-

750,-
500,-
250,-

2 Papan, &
sejenisnya

Kelas A
Kelas B
Kelas C

375,-
300,-
225,-

300,-
225,-
275,-

3 Reklame Kain
(spanduk,
Banner, dan
sejenisnya)

Kelas A
Kelas B
Kelas C

2
00,-

175,-
125,-

t75,-
150,-
100,-

DINAS
PERIKANAN No JENIS TARIF

a Penampung
(coolstorage)

too,-/Kg /Han

b ABF 1.500
6 DINAS

KOMINFO
LAHAN DAERAH PENGGUNAAN MENARA:
Rp. 7.500,-/m2lhari

7 DINAS
PERHUBUNGAN

No JENIS TARIF (Rp)
Bus
- dalam Kota
- Luar Kota

1.0O0.000,- / Hari
2.000.000,- / Hari

B BADAN
PENDAPATAN,
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAN ASET
DAERAH

SEWA TANAH
- Peruntukan Usaha

Perdagangan
- Peruntukan Tempat
Tinggal
- Peruntukan Pertan ian /

Perkebunan

SEWA RUANG
- Aula BPPKAD

Publik
- Gedung Kantin/ Petak

Publik

Rp. l5.o0o / M'?

Rp. 10.000 / M'?

Rp. s.0o0 / M'

Rp. 3.500.000,00

Rp. 1.000-000,00

Bulan

Bulal

Bulan

/}rari

/Bulan

pemakaian l^ahan pemasangan Reklame Untuk Non
Komersial:

m Pen an Din COOLSTORAGE

I

I

a.

I

I

I

I

5.

I



A. SEUIAALAT BESAR/BERAT

JENIS
PERALATAN

UMUR

EKONOMIS
(THr'r)

HARGAALAT
TAHUN 2013

JUMLAH BIAYA

PEMEL SELAMA
UMUR EKOIIOMIS

JAi,I
KERJA

PER HARI

BESAR SEWA

PER HARI

6-8 TON
19-20 TON

20 TON
8 TON
13 TON

3-6 TON

5
5
5
5
5
5

3.2 15. 190.000.00
5.096.290.000.00
7.138.050.OOO.OO
2.067.940.000.00
4.015.100.000.00
3.421.920.000.00

1.095.428,33
1.831.567,33
2.374.195,57
t.790.204,r9
t.718.954,41

739.52t,37

7
7
7

I

7.667.998,31 /hari
t2 .82O .97 1 ,3 1 / haxi
16.619.368,99/hari
12.53r.429,331hari
12.O32.680,87 lhari
5.176.649,59 /}rari

45O.OOO,-/Ha
75.Ofi),-/Ha

PJ. BUPATI INTAN JAYA,

TTD

APOLOS BAGAU

sesuai dengan aslinya
BAG1AN HUKUM,

UBUN
30817 20060s 1 001

il0. KAPASITAS

EESAR

SEWA

PER JA!,l

90.OOo/o

90.OOo/o

90.oooh
90.OOY,
90.00%
90.oooa

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Tandem Roller BW 2llD-4O
Excavator Besar PC/ 200-8
Buldozer D85 SS.2
DumpTruck 136 6 RODA
Grader/6D511A.1
STOM WALLS CB 24 D CAT
Sewa alat dan mesln
l. Hand Trektor
2. Poser Theresser

I



i

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA

NOMOR :5TAHUN 2024

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

a. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung yang dihitung berdasarkan luas total

lantai (Llt) dikalikan indeks lokalitas (Ilo) dikalikan standar harga satuan tertinggi

(SHST) dikalikan indeks terintegrasi (It) dikalikan indeks Bangunan Gedung

terbangun (Ibg) atau dengan rumus berikut:

LLt x (llo x SHST) x lt x lbg

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung yang dihitung berdasarkan

volume (V) dikalikan indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan indeks

Bangunan Gedung terbangun (lbg) dikalikan harga satuan Retribusi Prasarana

Bangunan Gedung (Hspbg) atau dengan rumus berikut:

VxlxlbgxHSpbg

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (lf) dikalikan penjumlahan

dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor
kepemilikan (Fm) atau dengan rumus berikut:

lf xI (bpx lp) xFm

c



II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Jenis Retribusi Tarif
Retribusi

Satuan Keterangan

Penggunaan
Tenaga

Kerja Asing

$1oo Per j abatan r/
orang/bulan

Menegaskan
Nilai Kurs yang

berlaku
(Pemnaker

No.S Tahun
202t

H. BUPATI INTAN JAYA,

'I'TD

APOLOS BAGAU

sesuai dengan aslinYa
BAGIAN HUKUM,

S
817 200605 1 001

UN
lr?>=

I


